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BAB I
PENDAHULUAN
A. [bookmark: _Toc191378195]Latar Belakang
Seiring dengan perkembangan zaman, kehidupan tidak dapat terlepas dari peranan suatu organisasi. Organisasi tidak akan berjalan tanpa adanya sumber daya yang memadai, salah satunya adalah sumber daya manusia. Dalam menghadapi persaingan global yang semakin ketat, setiap organisasi dituntut untuk bekerja secara efektif dan efisien guna mempertahankan keberlangsungan operasionalnya. Peningkatan kinerja organisasi sangat penting, terutama bagi instansi pemerintah yang bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan publik yang prima kepada masyarakat dan stakeholder.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur berbagai aspek pengelolaan lingkungan sebagai turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Peraturan ini mencakup instrumen perlindungan lingkungan, salah satunya adalah mengatur pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) serta menetapkan standar pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, serta sanksi administratif bagi pelanggar, guna memastikan pembangunan yang berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan.
Dalam konteks pemerintahan daerah, kinerja organisasi mencerminkan sejauh mana instansi mampu melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan visi, misi, dan strategi yang telah ditetapkan. Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai merupakan salah satu instansi strategis yang berperan dalam menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan melalui pengelolaan sampah. Selain itu, Dinas Lingkungan Hidup juga menetapkan kebijakan teknis, melakukan koordinasi antar instansi, serta mengawasi pelaksanaan tugas pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3).
Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai. Selain itu, juga ditetapkan Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 36 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai yang terdiri dari beberapa bagian kewenangan, yaitu urusan Tata Lingkungan dan Pertamanan, Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, serta Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.
Dalam rangka melaksanakan kebijakan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai, maka ditetapkan Peraturan Wali Kota Nomor 113 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Persampahan Kelas A pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai.
Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Dinas Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi:
a. Penyusunan rencana dan program kerja dinas;
b. Perumusan dan penetapan kebijakan teknis di bidang pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan kewenangannya;
c. Pemimpinan, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas Dinas;
d. Pengesahan dan penandatanganan naskah dinas sesuai dengan kewenangannya;
e. Pemberian rekomendasi dan perizinan teknis, serta pelayanan umum sesuai dengan kewenangannya;
f. Pembinaan pelaksanaan tugas UPT;
g. Pelaksanaan pembinaan pegawai di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup;
h. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi lainnya dalam rangka pelaksanaan tugas;
i. Pemberian saran dan pertimbangan teknis kepada Walikota dalam pelaksanaan sebagian urusan pemerintahan sesuai bidang tugasnya;
j. Pembuatan dan penyampaian laporan pelaksanaan tugas kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah;
k. Penyiapan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan lingkup fungsinya.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Persampahan Kelas A menyelenggarakan fungsi:
a. Penyusunan program kerja, perencanaan, dan pengelolaan persampahan;
b. Pengumpulan, pengangkutan, pemrosesan, pemanfaatan, dan/atau pembuangan akhir sampah (pemindahan, pengomposan, daur ulang, TPS3R);
c. Pengelolaan limbah serta retribusi persampahan dan pengelolaan persampahan;
d. Pengendalian, monitoring, pengawasan, dan pelaporan persampahan serta retribusi persampahan;
e. Pelaksanaan pengolahan sampah di TPS3R, TPS, dan/atau TPA;
f. Pengelolaan residu dari sumber sampah, TPS, dan TPS3R ke TPA;
g. Infrastruktur pengolahan, pengumpulan, pengangkutan, dan pemindahan;
h. Pelaksanaan aktif pengolahan limbah (pemilahan, pemanfaatan, pemusnahan, landfill, penanaman B3);
i. Pengolahan residu sampah ke TPS dan/atau TPS3R;
j. Sistemisasi pengelolaan persampahan dan/atau TPS3R/TPA.
Berdasarkan hal-hal yang berkaitan dengan persampahan dan pemungutan retribusi persampahan merupakan wewenang dari Dinas Lingkungan Hidup khususnya pada bidang Pengelolaan sampah dan Limbah bahan berbahaya dan berajun (B3). Untuk pelaksanaan operasional di lapangan, tugas ini dijalankan oleh UPT yang memiliki kewenangan dalam mengelola sampah, termasuk pengangkutan, pemprosesan, hingga pemungutan retribusi dari masyarakat dan pelaku usaha yang menggunakan jasa layanan pengelolaan sampah.
Retribusi persampahan merupakan iuran resmi yang dibayar warga atau badan usaha kepada pemerintah daerah sebagai imbalan atas pelayanan kebersihan dan pengangkutan sampah. Berbeda dengan pajak yang bersifat wajib tanpa adanya imbalan pelayanan secara langsung, retribusi dibayarkan sebagai imbalan atas suatu pelayanan.
Retribusi diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 dan digunakan untuk mendukung operasiaonal sistem pengelolaan sampah, seperti gaji petugas kebersihan, pemeliharaan armada pengengkut sampah, serta pembangunan dan perawatan Tempat pembuangan akhir (TPA) maupun Tempat pengolahan sampah terpadu (TPST).
Dalam rangka memastikan pemungutan retribusi persampahan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, diperlukan Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai pedoman pelaksanaan bagi petugas di lapangan yang terdiri dari:
a. Kepala UPT Pengelolaan Persampahan Kelas A  memerintahkan kepada anggota retribusi untuk melaksanakan pemungutan uang retribusi sesuai dengan surat tugas dari Kepala Dinas menurut rayon masing masing
b. Petugas retribusi melaksanakan tugas pemungutan ke lokasi wajib retribusi.
c. Saat pemungutan, petugas retribusi membawa STRD (surat tagihan retribusi daerah) untuk ditujukan kepada subyek retribusi.
d. Pembayaran retribusi menggunakan kwitansi resmi dari Dinas Lingkungan Hidup.
e. Pembayaran retribusi dilakukan saat petugas mendatangi Dinas Lingkungan Hidup untuk membayar langsung atau mentransfer ke rekening yang telah ditentukan oleh Dinas Lingkungan Hidup.
f. STRD (surat tagihan retribusi derah) dan kwitansi disediakan sebanyak tiga lembar, putih untuk subyek retribusi serta kuning dan merah jambu untuk berkas di Dinas Lingkungan Hidup.
g. Penyetoran dilakukan petugas kepada bendahara penerima.
h. Pemungutan pagi disetor kebendahara saat sore hari, serta pemungutan sore dan malam disetor ke bendahara saat pagi hari (uang tidak boleh dipegang oleh petugas lebih dari 24 jam).
i. Bendahara penerima menyetorkan uang retribusi ke kas daerah.
Mekanisme dalam pemungutan retribusi di Kota Dumai diatur melalui Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Prosedur ini mencakup beberapa tahap, antara lain:
1. Pembayaran dilakukan oleh Wajib Retribusi di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk Walikota sesuai waktu yang ditentukan. Maksud dari tempat lain di sini adalah petugas retribusi yang telah ditunjuk oleh Dinas Lingkungan Hidup untuk menjalankan tugas pemungutan retribusi persampahan pada beberapa jalan di Kota Dumai di antaranya:
a. Rayon 1 wilayahnya
a) Jl. Jend Sudirman
b) Jl. Cut Nyak Dien
c) Jl. Gajah Mada
d) Jl. Tanjung Jati
e) Jl. Yos Sudarso
b. Rayon 2 wilayahnya
a) Jl. Diponegoro
b) Jl. Kelakap Tujuh
c) Jl. Nangka
d) Jl. Raya Bukit Datuk 
c. Rayon 3 wilayahnya
a) Jl. Sultan Syarif Kasim
b) Jl. Bintan
c) Jl. Pangeran Hidayat
d) Jl. Datuk Laksamana
d. Rayon 4 wilayahnya
a) Jl. Budi Kemuliaan
b) Jl. Hr. Soebrantas
c) Jl. Syech Umar
d) Jl. Tegalega
e) Jl. Merdeka
f) Jl. Soekarno Hatta
e. Rayon 5 wilayahnya
a) Jl. Sultan Hasanuddin
b) Jl. Cempedak
c) Jl. Jeruk
d) Jl. Putri Tujuh
e) Jl. Jaya Mukti
2. Apabila pembayaran retribusi dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Daerah atau ke bendaharawan yang telah ditunjuk oleh Dinas Lingkungan Hidup paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.
3. Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada poin (1) dan poin (2) harus dilakukan sekaligus atau lunas dengan mempergunakan Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD).
4. Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan izin kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
5. Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai dan lunas.

6. Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini harus disertai dengan bukti resmi pembayaran.
7. Setiap pembayarannya wajib dibukukan dalam catatan penerimaan.
Masyarakat atau pelaku usaha yang ingin menjadi wajib retribusi, perlu mengikuti prosedur pendaftaran, dimana mereka harus mengajukan permohonan kepada Dinas Lingkungan Hidup dengan menyertakan data identitas, alamat, serta perkiraan volume sampah yang dihasilkan. 
Setelah itu, petugas akan melakukan verifikasi untuk menentukan kategori retribusi dan besaran tarif yang harus dibayarkan. Setelah disetujui, warga atau pelaku usaha akan diberikan nomor registrasi serta informasi mengenai jadwal pengangkutan dan mekanisme pembayaran retribusi. Dengan terdaftar sebagai wajib retribusi, mereka berkewajiban membayar retribusi sesuai ketentuan serta mematuhi aturan pengelolaan sampah yang telah ditetapkan.
Pelayanan yang diberikan Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024, diantaranya:
a. Pengambilan atau pengumpulan sampah dari sumber ke lokasi pembuangan sementara;
b. Pengangkutan sampah dari sumbernya dan lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah;
c. Penyediaan lokasi pembuangan atau pemusnahan akhir sampah.
Pengelolaan sampah dilaksanakan melalui serangkaian rangkaian, kegiatan yang saling berkesinambungan mulai dari pengumpulan dititik sumber, proses pengangkutan, hingga tahap pembuangan akhir. Pelaksanaan tugas ini menjadi kewenangan Dinas Lingkungan Hidup, yang meliputi pemindahan sampah ke lokasi penampungan sementara, pengangkutan ke tempat pembuangan akhir, serta penyediaan fasilitas pemusnahan sampah yang sesuai dengan standar lingkungan. Untuk memastikan efektivitas sistem ini, keterlibatan berbagai pihak, termasuk petugas kebersihan, operator TPA, serta masyarakat, menjadi faktor penting. Oleh karena itu, sistem pengelolaan sampah yang efektif harus mencakup tidak hanya aspek teknis, tetapi juga dukungan regulasi serta partisipasi aktif masyarakat dalam memilah dan mengurangi volume sampah sejak dari sumbernya
Dinas Lingkungan Hidup menetapkan target peningkatan retribusi persampahan sebagai upaya mendukung operasional dan pengelolaan sampah, Pada tahun 2024, pemerintah Kota Dumai menargetkan pendapatan dari retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan sebesar Rp.750.000.000,00. Realisasi pendapatan yang di capai adalah sekitar Rp.654.290.404 atau sekitar 87,24% dari target yang telah ditetapkan. 
Dalam pencapaiannya, diharapkan adanya peningkatan penerimaan retribusi setiap tahun, transparansi dalam pengelolaan dana retribusi, serta peningkatan kualitas layanan pengelolaan sampah bagi masyarakat. Evaluasi dan pemantauan rutin akan dilakukan guna memastikan bahwa target tersebut dapat tercapai secara efektif.
Dalam meningkatkan pencapaian retribusi persampahan, Dinas Lingkungan Hidup Kota dumai melakukan berbagai upaya. Salah satunya adalah dengan cara petugas retribusi secara aktif mendatangi wajib retribusi yang belum membayar. Selain itu kemudahan pembayaran juga diperluas dengan penerapan sistem online dan penggunaan QRIS, sehingga masyarakat dapat membayar retribusi dengan lebih praktik.
Selain upaya peningkatan retribusi, penting juga untuk memahami volume sampah yang dihasilkan di Kota Dumai. Informasi ini menjadi fondasi dalam membuat konsep pengelolaan sampah yang berdaya guna tinggi dan berkelanjutan. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas, berikut disajikan pada tabel I.1 mengenai volume timbulan sampah di Kota Dumai Tahun 2023-2024:
	Tabel I.1

	Volume Sampah Kota Dumai Tahun 2023-2024

	NO
	Indikator
	Tahun 

	
	
	2023
	2024

	1
	Sampah yang dihasilkan
	174.695 ton/hari
	171.798 ton/hari

	2
	sampah yang ditangani
	106.644 ton/hari
	109.885 ton/hari

	3
	Sampah yang tidak terangkut
	68.051 ton/hari
	61.913 ton/hari

	4
	Persentase sampah terkelola
	61,04%
	63,96% 

	Sumber Data: Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai, Tahun 2025


Berdasarkan Tabel I.1 menunjukkan data pengelolaan sampah di Kota Dumai. Sampah yang dihasilkan menurun, dari 174.695 ton/hari pada tahun 2023 menjadi 171.798 ton/hari pada tahun 2024. Sampah yang ditangani mengalami peningkatan, dari 106.644 ton/hari menjadi 109.885 ton/hari. Dan sampah yang tidak terangkut berkurang, dari 68.051 ton/hari menjadi 61.913 ton/hari, sehingga persentase sampah terkelola naik dari 61,04% menjadi 63,96%.
Volume sampah berpengaruh terhadap retribusi, karena semakin banyak sampah yang terangkut, semakin besar potensi penerimaan daerah. Pada 2024, meskipun total sampah berkurang, jumlah yang dikelola meningkat, mencerminkan perbaikan layanan. Hal ini dapat meningkatkan kepatuhan wajib retribusi, yang penting untuk mendukung keberlanjutan pengelolaan sampah.
Dengan adanya pemungutan retribusi persampahan ditetapkan Peraturan Daerah  Nomor 1 Tahun 2024 tentang ketentuan Pajak dan Retribusi Pelayanan Persampahan atau Kebersihan. Retribusi Pelayanan Sampah dan Kebersihan yang selanjutnya disebut retribusi yang meliputi pengambilan, pengangkutan dan pembuangan serta penyediaan lokasi pembuangan ataupun pemusnahan sampah rumah tangga, industri dan perdagangan tidak termasuk kedalam pelayanan  kebersihan jalan umum, taman dan ruang atau tempat umum. Perbedaan antara retribusi dengan pajak yaitu retribusi dapat dibayar apabila adanya suatu pelayanan sedangkan pajak tetap harus dibayar meskipun tidak adanya suatu pelayanan. Berikut Tabel wajib retribusi yang tidak membayar tagihan retribusi:



	Tabel I.2

	Jumlah Wajib Retribusi dan yang tidak membayar Tahun 2024

	No
	Nama Rayon/Jalan
	Jumlah Wajib       Retribusi
	Bayar
	Tidak Bayar

	
	
	
	
	

	1
	Rayon I
(JL. Jend Sudirman, Cut Nyak Dien, Gajah Mada, Tanjung Jati, Yos Sudarso)
	217
	156
	61

	2
	Rayon II
(Jl. Diponegoro, Jl. Kelakap Tujuh, Jl. Nangka, Jl. Raya Bukit Datuk

	339
	303
	36

	3
	Rayon III
(Jl. Sultan Syarif Kasim, Jl. Bintan, Jl. Pangeran Hidayat, Jl. Datuk Laksamana)

	268
	230
	38

	4
	Rayon IV
(Jl. Budi Kemuliaan, Jl. Hr. Soebrantas, Jl. Syech Umar, Jl. Tegalega, Jl. Merdeka, Jl. Soekarno Hatta

	226
	196
	30

	5
	Rayon V
(Jl. Sultan Hasanuddin, Jl. Cempedak, Jl. Jeruk, Jl. Putri Tujuh, Jl. Jaya Mukti

	421
	387
	34

	6
	Rayon VI
(Perusahaan)

	28
	17
	11

	7
	Rayon VII
(Indomaret dan Alfamart)

	54
	30
	24

	Sumber Data: Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai, Tahun 2025


Berdasarkan Tabel I.2 diatas terlihat bahwa Rayon I memiliki jumlah terbanyak yang tidak membayar, yakni 61 wajib retribusi, disusul oleh Rayon III sebanyak 38 wajib retribusi dan Rayon II sebanyak 36 wajib retribusi yang tidak membayar, rayon VI dan VII memiliki tingkat ketidak patuhan yang lebih tinggi dibandingkan total wajib retribusinya, dengan masing-masing 11 dan 24 wajib retribusi yang tidak membayar. Beberapa alasan utama ketidakpatuhan wajib retribusi antara lain karena sampah diambil oleh pihak kelurahan atau disebut dengan Lembaga Pengelolaan Sampah (LPS), sehingga masyarakat merasa tidak perlu membayar. Selain itu, keterlambatan petugas dalam proses pengambilan atau pengangkatan sampah juga menjadi keluhan. Akibatnya, sampah menumpuk dan membusuk, sehingga masyarakat memilih membuang sampah langsung ke TPS (Tempat Pembuangan Sementara) tanpa menunggu petugas.
Tidak hanya dalam pemungutan retribusi sampah, banyak juga subjek yang melakukan pelanggaran, diantaranya yaitu membuang sampah sembarangan, meletakkan sampah yang ingin diangkut tidak sesuai dengan jadwal pengangkutan sampah, serta membakar sampah sembarangan. Pelanggaran di atas telah tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 yang mana akan dikenakan sanksi administratif sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) apabila pelanggaran tersebut dilakukan. Sanksi yang berkaitan dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah yaitu:
a. Teguran lisan
b. Teguran tertulis
c. Sanksi sosial; dan\atau
d. Denda administratif Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah)
Banyak juga subjek yang tidak ingin membayar retribusi sampah tersebut dikarekan sanksi yang tidak berlaku, oleh karena itu Dinas Lingkungan Hidup perlu menyurati Satpol PP karena sudah tugasnya menegakkan Peraturan Daerah. Dan untuk saat ini sanksi yang tidak membayar retribusi hanya tidak dilayani untuk pengangkutan sampahnya. 
Selain penegakan sanksi, aspek lain yang turut memengaruhi kepatuhan wajib retribusi adalah besaran tarif yang diterapkan. Tarif retribusi persampahan di Kota Dumai ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 1 Tahun 2024 berdasarkan kategori pengguna layanan, seperti rumah tangga, bisnis, fasilitas masyarakat, industri, dan sektor umum. Setiap kategori memiliki tarif yang berbeda sesuai dengan daya listrik yang digunakan serta potensi timbulan sampah yang dihasilkan. Berikut adalah tabel yang merinci besaran tarif retribusi persampahan berdasarkan klasifikasi pelanggan sebagai berikut:
	Tabel I.3

	Tarif Retribusi 

	NO
	KAGETORI
	TARIF
	TIMBULAN
	KETERANGAN

	
	
	RETRIBUSI
	SAMPAH
	

	
	
	(RP/Bulan)
	(Ton/Tahun)
	

	2.1
	RUMAH TANGGA
	 

	
	
	

	

	Rumah Tangga Kelas Miskin
	5.798
	5.903.00
	Kelas Miskin adalah kelas rumah    tangga    kriteria sambungan   daya   Listrik 450 VA.

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	 
	Rumah Tangga Kelas Bawah
	8.117
	17.709.00
	Kelas      rumah      tangga dengan kriteria sambungan   daya   listrik yang  disediakan  900  VA sampai 2.200 VA.

	
	
	
	
	

	 
	Rumah Tangga Kelas Menengah
	11.595
	23.612.00
	Kelas      rumah      tangga dengan kriteria sambungan daya   listrik yang disediakan 3.500 VA sampai dengan 5.500 VA.

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	 
	Rumah tanggah kelas atas 
	19.712
	11.806.00
	Kelas rumah tangga dengan kriteria sambungan   daya   listrik yang disediakan disediakan 6.600 VA ke atas

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	2.2
	BISNIS
	 

	 
	Bisnis Kecil   (B-1)
	7.603.42
	2.541
	Kelas bisnis yang melakukan kegiatan bisnis kecil dengan sambungan daya listrik         yang disediakan       450       VA sampai dengan 5.500 VA.

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	 
	Bisnis Sedang      (B-2) 
	15.206.06
	3.557
	Kelas bisnis yang melakukan kegiatan bisnis kecil dengan sambungan daya listrik yang disediakan 6.600 VA sampai dengan 200 kVA.

	
	
	
	
	

	 
	Bisnis Besar  (B-3)
	16.586.33
	4.065
	Kelas bisnis Yang melakukan kegiatan bisnis kecil dengan sambungan daya listrik yang disediakan diatas 200 Kva

	
	
	
	
	

	2.3
	Fasilitas Masyarakat
	 

	
	
	

	 
	Kelas 1
	55.897
	9
	Kelas Fasilitas Masyarakat Milik Swasta yang diperuntukan Bagi pemakai sambungan daya listrik sangat kecil dengan daya yang disediakan sampai dengan 220 VA.

	 
	Kelas 2
	101.631
	23
	Kelas fasilitas masyarakat milik swasta yang diperuntukan bagi Badan /  lembaga masyarakat komersial milik swasta sedang seperti Yayasan / panti asuhan, sekolah, asrama pelajar, rumah sakit dan sebagainya dengan daya yang disediakan serendah-rendahnya 250 VA dan setinggi-tingginya 200 kVA.

	 
	Kelas 3
	121.958
	19
	Kelas fasilitas Masyarakat milik swasta yang  diperuntukan bagi  Badan / Lembaga masyarakat komersial milik swasta besar seperti sekolah, asrama pelajar, rumah sakit dan  sebagainya dengan daya yang disediakan di atas 200 kVA.

	2.4
	INDUSTRI
	 

	 
	Industri -1
	946.97
	40
	Kelas industri yang diperuntukan bagi keperluan industri kecil / industri rumah tangga dengan daya yang disediakan 450 VA sampai dengan 14 kVA

	
	
	
	
	

	 
	Industri -2
	1.893.939
	15
	Kelas industri yang diperuntukan  bagi keperluan industri sedang dengan daya yang disediakan di atas 14 kVA sampai dengan 200 kVA.

	 
	Industri -3
	2.367.424
	20
	Kelas industri yang diperuntukan  Bagi keperluan industri menengan dengan daya yang disediakan diatas 200 kVA.

	 
	Industri -4
	3.030.303
	25
	Kelas industri yang diperuntukan  bagi keperluan industri besar dengan daya yang disediakan 30.000 kVA keatas.

	2.5
	UMUM
	 

	 
	Umum-1
	409.929.68
	15
	Kelas umum yang diperuntukan  bagi keperluan perkantoran kecil, Perum, dan kantor perwakilan negara asing dengan daya yang disediakan 450 VA sampai dengan 200 kVA.

	 
	Umum-2
	693.727.15
	17
	Kelas umum yang diperuntukan  bagi keperluan perkantoran kecil, Perum, dan kantor perwakilan negara asing dengan daya yang disediakan diatas 200 kVA.

	
	
	
	
	

	


Sumber Data: Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai, Tahun 2025
Berdasarkan tabel I.3 yang telah disajikan, terlihat bahwa terdapat hubungan antara tarif retribusi sampah dan volume sampah yang dihasilkan oleh berbagai kategori pelanggan. Dalam hal ini, daya listrik digunakan sebagai salah satu indikator untuk menentukan tingkat konsumsi dan kapasitas suatu rumah tangga atau usaha dalam menghasilkan sampah.
Penetapan tarif retribusi sampah disesuaikan dengan beberapa faktor, di antaranya daya listrik yang digunakan serta estimasi volume sampah yang dihasilkan. Rumah tangga dengan daya listrik lebih kecil, seperti kategori rumah tangga kelas miskin dengan daya 450 VA, tetap memiliki timbulan sampah yang cukup besar. Hal ini menunjukkan bahwa konsumsi listrik tidak selalu berbanding lurus dengan jumlah sampah yang dihasilkan, karena terdapat faktor lain seperti pola konsumsi, jumlah penghuni, serta kebiasaan pengelolaan sampah.
Selain itu, untuk kategori pelanggan umum yang memiliki daya listrik lebih besar, seperti yang digunakan oleh perkantoran kecil, perumahan, dan kantor perwakilan negara asing dengan daya di atas 200 kVA (KiloVolt Ampere), timbulan sampah yang dihasilkan juga lebih tinggi. Hal ini mencerminkan bahwa sektor non-rumah tangga cenderung menghasilkan sampah dalam jumlah besar, sesuai dengan skala operasional dan aktivitas yang berlangsung.
Perhitungan tarif retribusi ini dilakukan secara berkala, dengan mempertimbangkan target penerimaan yang telah ditentukan serta evaluasi terhadap pola produksi sampah di masing-masing kategori pelanggan. Dengan sistem ini, diharapkan kebijakan retribusi sampah dapat lebih adil dan sesuai dengan kontribusi masing-masing sektor dalam menghasilkan sampah. 
Meskipun sistem retribusi telah dirancang agar lebih adil, dalam praktiknya proses pemungutan retribusi persampahan tidak selalu berjalan mulus, karena pegawai harus menghadapi kondisi dinamika dalam mencapai target retribusi persampahan. Seperti halnya Pegawai pemungut sering menghadapi kendala administratif, seperti tingkat kepatuhan masyarakat yang masih rendah menjadi tantangan utama, di mana banyak wajib retribusi yang menunggak atau menolak membayar dengan berbagai alasan, seperti ketidakpuasan terhadap layanan pengangkutan sampah.
Pemungutan retribusi persampahan di Kota Dumai menghadapi berbagai tantangan. Salah satu kendala utama adalah rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar retribusi. Banyak wajib retribusi menunggak atau menolak membayar karena merasa layanan pengangkutan sampah kurang memadai. Selain itu, lemahnya penegakan sanksi dan minimnya sosialisasi juga memperburuk kondisi ini.
Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada ibu Siti Sarah sebagai Kasubag (Kepala Subbagian) Tata Usaha pada hari kamis 06 Februari 2025 pukul 14.30 menyatakan:
“Diketahui bahwa wewenang dalam Pemungutan retribusi pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai dijalankan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang bertanggung jawab atas pengelolaan retribusi persampahan. Unit Pelaksana Teknis (UPT) tersebut memiliki peran dalam mengawasi, mengelola, serta memastikan bahwa proses pemungutan retribusi berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu, Unit Pelaksana Teknis juga berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait untuk meningkatkan efektivitas dan trasparansi dalam pengelolaan retribusi. Dan dalam pelaksanaannya, masih terdapat beberapa kendala, salah satunya adalah rendahnya tingkat kepatuhan wajib retribusi dalam membayar retribusi persampahan. Banyak masyarakat atau pelaku usaha yang belum disiplin dalam melakukan pembayaran, sehingga menghambat optimalisasi pendapatan dari retribusi ini.”

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Siti Sarah, Kasubag Tata Usaha Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai, pemungutan retribusi dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT). UPT bertanggung jawab atas pengelolaan, pengawasan, dan memastikan pemungutan berjalan sesuai aturan. Namun, dalam pelaksanaannya, UPT masih menghadapi kendala seperti rendahnya disiplin wajib retribusi dan kurangnya mekanisme tegas dalam penegakan aturan.
Faktor utama yang menyebabkan rendahnya kepatuhan adalah kurangnya ketegasan dalam penerapan aturan, sanksi yang tidak efektif, serta minimnya edukasi kepada masyarakat. Saat ini, sanksi hanya berupa penghentian layanan pengangkutan sampah, yang ternyata belum cukup memberi efek jera. Banyak wajib retribusi tetap tidak membayar meskipun tidak menerima layanan tersebut.
Untuk meningkatkan kepatuhan, diperlukan strategi seperti peningkatan sosialisasi kepada masyarakat, penerapan sanksi yang lebih tegas seperti denda administrasi, serta optimalisasi sistem pengawasan dan pemantauan. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan pemungutan retribusi persampahan dapat berjalan lebih efektif dan lebih baik.

Dari uraian dan penjelasan latar belakang masalah diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “ANALISIS KINERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA DUMAI DALAM PEMUNGUTAN RETRIBUSI PERSAMPAHAN”
B. [bookmark: _Toc191378196]Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis uraikan di atas, penulis menemukan gejala-gejala masalah sebagai berikut:
a. Minimnya sosialisasi membuat masyarakat abai terhadap wajib retribusi persampahan
b. Kurangnya ketegasan pegawai dalam menerapkan sanksi retribusi persampahan
Berdasarkan  gejala-gejala permasalahan dan uraian di atas maka dapat dirumuskan permasalahan pokok dalam penelitian ini yaitu: “Bagaimana Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai Dalam Meningkatkan Pencapaian Retribusi Persampahan”
C. [bookmark: _Toc191378197]Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. [bookmark: _Toc191377917][bookmark: _Toc191378198]Tujuan Penelitian
a. [bookmark: _Toc191377918][bookmark: _Toc191378199]Untuk mengetahui kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai dalam meningkatkan capaian retribusi persampahan.
b. [bookmark: _Toc191377919][bookmark: _Toc191378200]Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi kinerja dalam meningkatkan capaian retribusi persampahan.

2. [bookmark: _Toc191377920][bookmark: _Toc191378201]Kegunaan Penelitian
1. [bookmark: _Toc191377921][bookmark: _Toc191378202]Sebagai tambahan ilmu pengetahuan bagi penulis khususnya terkait kinerja organisasi publik.
2. [bookmark: _Toc191377922][bookmark: _Toc191378203]Sebagai bahan masukan bagi pihak yang memerlukan, terutama pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam meningkatkan pencapaian retribusi sampah.
3. [bookmark: _Toc191377923][bookmark: _Toc191378204]Sebagai pemahaman masyarakat tentang pentingnya membayar retribusi sampah sebagian dari bagian tanggungjawab bersama dalam menjaga kebersihan lingkungan.






















BAB II
		TELAAH PUSTAKA
A. [bookmark: _Toc191378206]Kerangka Teori
1.  Kinerja
Istilah kinerja (performance) secara umum merujuk pada gambaran tingkat keberhasilan pelaksanaan suatu kegiatan, program, atau kebijakan dalam rangka mencapai sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang dirumuskan dalam perencanaan strategis (strategic planning). Kinerja dapat diartikan sebagai hasil. Dalam konteks ini, kinerja mencakup catatan hasil yang diperoleh atau dihasilkan dari fungsi pekerjaan tertentu atau berbagai aktivitas selama periode waktu tertentu (Bernadin dalam Sudarmanto, 2018).
Kinerja adalah perbandingan hasil yang dicapai dengan peran serta tenaga kerja per satuan waktu. Mangkunegara (2015) juga mengatakan Kinerja karyawan (prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya (Kusriyanto, 2015).
Kinerja adalah pencapaian kerja yang dihasilkan oleh seseorang atau sekelompok orang dalam lingkup organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab yang diemban. Pencapaian tersebut siperoleh melalui cara yang sah, sejalan dengan ketentuan hukum, norma moral, dan etika sebagai bagian dari usaha mewujudkan tujuan organisasi (Prawirosentono, 2020).
Kinerja sebagai ungkapan seperti output, efisiensi, serta efektivitas yang sering dihubungkan dengan produktivitas (Gomes, 2015). Kinerja merupakan hasil yang berhasil diraih oleh individu atau kelompok dalam suatu organisasi sesuai peran dan tanggung jawab masing-masing, guna mewujudkan tujuan organisasi tersebut dengan cara yang sah secara hukum, tidak bertentangan dengan peraturan, serta selaras dengan norma dan etika (Prawirosentono, 2020).
Kinerja dapat dipahami sebagai rekam jejak atas capaian yang diraih serta pelaksanaan fungsi-fungsi pekerjaan atau aktivitas tertentu dalam jangka waktu tertentu (Bernadin, 2020). Kinerja menggambarkan tingkat pemenuhan suatu tugas atau pekerjaan yang persyaratannya ditentukan, dan hasilnya dapat terlihat secara langsung melalui produk atau keluaran yang dihasilkan (Simamora, 2020).
Kinerja sebagai derajat atau tingkat penyelesaian tugas yang memperbaiki pekerjaan karyawan (Jauch and Glueck, 2020). Kinerja atau performence merupakan prestasi yang dicapai oleh seorang karyawan pelaksanaan tugas atau pekerjaan oleh karyawan dilakukan dengan mengerahkan seluruh kemampuan dan pengetahuan, terutama bagi mereka yang mengutamakan kompetensi. Kinerja diukur melalui kempuan yang dimiliki individu tersebut (Akhmad Fauzi dan Rusdi Hidayah Nugroho A, 2020).
Kinerja dapat diartikan sebagai ukuran atau tingkat keberhasilan yang dinilai oleh beberapa kriteria atau standar mutu (Mitchell dan Larson, 2020). Kinerja dijelaskan sebagai suatu ukuran yang mencakup koefisien dan efisiensi dalam mencapai tujuan (Robbins, 2020).
Terkait dengan konsep kinerja, (Rummler dan Brache, 2018) mengemukakan ada tiga (3) level kinerja, yaitu:
a. Kinerja organisasi, merupakan pencapaian hasil (outcome) pada level atau unit analisis organisasi. Kinerja pada level organisasi ini terkait dengan tujuan organisasi, rancangan organisasi, dan manajemen organisasi.
b. Kinerja proses, merupakan kinerja pada proses tahapan dalam menghasilkan produk atau pelayanan. Kinerja pada level proses ini dipengaruhi oleh tujuan proses, rancangan proses, dan manajemen proses.
c. Kinerja individu, merupakan kinerja yang dipengaruhi oleh tujuan pekerjaan, rancangan pekerjaan, dan manajemen pekerjaan serta karakteristik individu.
Kinerja pada dasarnya merupakan perubahan atau pergeseran paradigma dari konsep produktivitas, Kinerja mencakup tindakan-tindakan dan perilaku yang relevan dengan tujuan organisasi (Rummler dan Brache, 2018). Kinerja bukan konsekuensi atau hasil tindakan, tetapi tindakan itu sendiri (Campbell, 2018). Terdapat empat (4) dimensi yang dapat dijadikan sebagai tolak ukur dalam menilai kinerja, yaitu:
a. Kualitas, yaitu tingkat kesalahan, kerusakan, dan kecermatan.
b. Kuantitas, yaitu jumlah pekerjaan yang dihasilkan.
c. Penggunaan waktu dalam kerja, yaitu tingkat ketidakhadiran, keterlambatan, waktu kerja efektif/jam kerja hilang.
d. Kerja sama dengan orang lain dalam bekerja.
2. Organisasi 
Bagi suatu organisasi, kinerja merupakan hasil dari kegiatan kerjasama diatara anggota atau komponen organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan organisasi. Kinerja merupakan produk administrasi, yaitu kegiatan kerjasama untuk mencapai tujuan yang pengelolaannya bias disebut sebagai manajemen.
Organisasi atau kelompok kerja sama adalah suatu tata hubungan social yang dihubungan dan dibatasi oleh aturan-aturan, aturan-aturan ini sejauh mungkin dapat memaksa seseorang untuk melakukan kerja sebagai suatu fungsi dan tugasnya, baik dilakukan oleh pimpinan maupun pegawai-pegawai admnistrasi lainnya (Max Waber dalam Thoha, 2008).
Organisasi adalah suatu pola hubungan yang melalui orang-orang dibawah pengarahan atasan mengejar tujuan bersama (Stoner dalam kanto, 2017).
Organisi adalah kesatuan (entity) social yang dikoordinasikan secara sadar, dengan sebuah batasan yang relative dapat diidentifikasi, yang bekerja atas dasar yang relative terus-menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama atau sekelompok tujuan (Robbins dalam Kanto, 2017).
Organiasi adalah setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang saling bekerjasama serta terikat secara formal dalam rangka melalukan pencapaian tujuan yang sudah ditentukan dalam ikatan yang ada pada seseorang atau beberapa orang yang dikenal sebagai atasan dan seseorang atau kelompok orang yang dikenal sebagai bawahan (Sondang P. Siagian dalam Nunung, 2020).
3. Kinerja Organisasi
Kinerja organisasi dipengaruhi oleh kepemimpina, motivasi, dan lingkungan organisasi (Yacub, 2010). Hal tersebut sejalan bahwa Kinerja juga tak terlepas dari struktur organisasi, pengetahuan, sumber daya manusia, dan posisi strategis (Wibowo, 2013).
Kinerja organisi juga merupakan tolak ukur keberhasilan organisasi yang tak terlepas dari hasil capaian kinerja anggota organisasi secara kolektif dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya (Mangkunegara, 2009).
Beberapa parameter yang digunakan untuk mengukur kinerja suatu organisasi antara lain produktivitas, responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas (Sinambela, 2012).
a. Produktivitas adalah hubungan antara input dan output. Input yang diukur mencakup tenaga kerja, materi, dan modal, sedangkan output berupa hasil kerja unit dan produk-produk kerja.
b. Responsivitas adalah kemampuan organisasi dalam menyediakan sesuatu yang menjadi tuntutan masyarakat.
c. Responsibilitas mencakup tanggung jawab dan kemampuan yang memadai dalam menjalankan tugas, fungsi, dan tanggung jawab yang diberikan kepada organisasi.
d. Akuntabilitas adalah ukuran yang menunjukkan sejauh mana suatu organisasi mampu mempertanggungjawabkan kebijakan dan kegiatannya sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan.
Kriteria dalam menilai kinerja organisasi pelayanan publik (Kumorotomo dalam Sudarmanto, 2018) yaitu:
a. Efisiensi, Mengacu pada pemanfaatan sumber daya organisasi untuk menghasilkan pelayanan publik yang berkualitas dengan meminimalkan penggunaan sumber daya, berdasarkan rasionalitas ekonomi.
b. Efektivitas, Berkaitan dengan sejauh mana organisasi mencapai tujuan yang telah ditetapkan, termasuk nilai, misi, dan fungsi organisasi sebagai agen pembangunan.
c. Keadilan, Menyangkut distribusi dan alokasi layanan secara merata kepada masyarakat, termasuk penyelenggaraan layanan publik yang transparan dan bertanggung jawab.
d. Daya tanggap, Kemampuan organisasi untuk merespons kebutuhan vital masyarakat secara tepat waktu dan akurat serta bertanggung jawab.
Terdapat 5 indikator untuk mengukur kinerja organisasi (Dwiyanto, 2021) yaitu:
a. Produktivitas, dengan mengukur tingkat efisiensi, efektivitas pelayanan dan tingkat pelayanan public dalam rangaka mencapai hasil yang diharapkan.
b. Kualitas layanan, dengan mengukur kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan.
c. Responsivitas, dengan mengukur kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, dan mengembangkan program-program pelayanan public sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.
d. Responsibilitas, menjelaskan/mengukur kesesuaiam pelaksanaan kegiatan organisasi publik yang dilakukan dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijakan organisai.
e. Akuntabilitas, seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik tunduk pada para penjabat politik yang dipilih oleh rakyat atau ukuran yang menunjukan tingkat kesesuaian penyelenggarakan pelayanan dengan ukuran nilai-nilai atau norma eksternal yang ada di masyarakat atau yang dimiliki para stakeholders.
B. [bookmark: _Toc191378207]Operasional Variabel Penelitian
Berdasarkan beberapa konsep dan teori yang telah dikemukakan di atas, untuk melihat Kinerja Dinas Lingkungan Dumai Kota Dumai penulis menggunakan teori pengukuran kinerja organisasi yang dikemukakan oleh Dwiyanto (2021) dengan beberapa indikator kinerja, antara lain: Produktivitas, Kualitas Layanan, Responvitas, Responsibilitas, dan Akuntabilitas. Adapun konsep-konsep penelitian yang dioperasionalkan adalah sebagai berikut:
a. Analisis 
Yang dimaksud dengan analisis dalam penelitian ini adalah proses pemecahan masalah yang kompleks mengenai kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai yang menjadi bagian-bagian kecil sehingga bisa lebih mudah dipahami.
b. Kinerja 
Kinerja adalah suatu capaian atau hasil kerja yang dilaksanakan oleh individu untuk organisasi pada Dinas LIngkungan Hidup Kota Dumai dalam menjalankan suatu kegiatan atau program kerja yang telah direncanakan guna mencapai sasaran tujuan suatu organisasi dalam jangka waktu tertentu.
c. Organisasi
Yang dimaksud dengan organisasi dalam penelitian ini adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai merupakan instansi pemerintah daerah yang bertanggung jawab dalam menjalankan kebijakan daerah terkait pengelolaan lingkungan, termasuk sistem retribusi sampah.
d. Kinerja Organisasi
Yang dimaksud dengan kinerja organisasi dalam penelitian ini adalah mengacu pada kemampuan dan efektivitas Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai dalam menjalankan tugasnya, khususnya dalam mengelola retribusi sampah agar dapat meningkatkan pendapatan daerah serta memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat
Untuk mempermudah dalam menganalisa ruang lingkup variabel penelitian ini, maka akan dioperasionalkan konsep-konsep pengukurannya. Dalam hal ini, adapun teori yang digunakan adalah Dwiyanto dalam Sudarmanto (2018) Kinerja suatu organisasi dapat diukur dari 5 indikator sebagai berikut:
1. Produktivitas
Produktivitas dalam penelitian ini mengacu pada sejauh mana Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pemungutan retribusi persampahan dengan sumber daya yang tersedia.
a. Adanya Kesadaran wajib retribusi yang membayar tepat waktu.
b. Adanya Pemungutan retribusi persampahan sesuai sasaran objek pemungutan.
c. Adanya Komitmen pegawai dalam menjalankan tugas pemungutan retribusi. 
2. Kualitas layanan
Kualitas layanan dalam penelitian ini mencerminkan bagaimana Dinas Lingkungan Hidup memberikan kemudahan dalam pembayaran retribusi dan layanan kebersihan yang memadai bagi masyarakat.
a. Adanya Kesesuaian pemungutan retribusi dengan jadwal layanan pengangkutan sampah.
b.  Adanya Siklus pengangkutan sampah yang teratur sesuai dengan SOP pemungutan retribusi.
c. Adanya Kemudahan dalam proses pembayaran retribusi yang dilakukan oleh masyarakat.
3. Responsivitas
Responsivitas dalam penelitian ini mengukur seberapa cepat dan tepat Dinas Lingkungan Hidup merespons keluhan, masukan, dan tantangan dalam pemungutan retribusi persampahan.
a. Adanya Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan retribusi sampah.
b. Adanya Penyelesaian masalah dalam pemungutan retribusi persampahan.
c. Adanya Keluhan masyarakat terkait pelayanan retribusi persampahan ditindaklanjuti dengan cepat dan tepat. 

4. Responsibilitas
Responsibilitas mengacu pada kepatuhan Dinas Lingkungan  Hidup dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan regulasi yang berlaku, termasuk dalam hal penerapan sanksi bagi yang tidak membayar retribusi.
a. Adanya Kinerja layanan yang sesuai dengan mekanisme atau prosedur dalam pemungutan retribusi sampah.
b. Adanya Pemungutan retribusi persampahan sesuai ketentuann yang berlaku
c. Adanya Sanksi dalam keterlambatan pembayaran retribusi persampahan sesuai dengan peraturan daerah.
5. Akuntabilitas 
Akuntabilitas dalam penelitian ini menilai transparansi dan pertanggungjawaban Dinas Lingkungan Hidup dalam mengelola retribusi persampahan.
a. Adanya Informasi yang diterima masyarakat tentang tarif retribusi sesuai dengan peraturan daerah.
b. Adanya Tata cara pemungutan retribusi sesuai dengan peraturan daerah.
c. Adanya Laporan bukti penyetoran pemungutan retribusi sesuai dengan peraturan daerah.
Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa setiap indikator terdiri dari empat sub indikator. Adapun penilaian dari indikator diatas, sebagai berikut:
Baik		: Diberi skor 3
Cukup Baik	: Diberi skor 2
[bookmark: _Toc191378208]Tidak Baik	: Diberi skor 1



BAB III
METODOLOGI PENELITIAN
A. [bookmark: _Toc191378209]Lokasi Penelitian
Penelitian ini penulis lakukan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai yang beralamatkan di Jalan Tambusai, Kel. Bagan Besar, Kec. Bukit Kapur, Kota Dumai dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang beralamat di Jalan HR Soebrantas, Kel. Teluk Binjai sebagai lokasi penelitian. Adapun yang menjadi dasar alasan penulis untuk memilih lokasi tersebut sebagai pusat penelitian dikarenakan Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai karena merupakan Instasi pemerintah yang berwewenang langsung dalam pengelolaan sampah dan limbah B3, termasuk pemungutan retribusi persampahan. Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai juga memiliki Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang menjalankan tugas teknis di lapangan sehingga data yang diperoleh lebih relevan, akurat, dan sesuai dengan fokus penelitian.
B. [bookmark: _Toc191378210]Populasi dan Sampel
Populasi Menurut, populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas subjek dengan kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2017). Dalam penelitian ini, populasi terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Tenaga Kerja Kontrak Pemerintah (TKPK) yang bekerja di bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai, yang berjumlah 30 orang. Selain itu, populasi juga mencakup Wajib Retribusi (masyarakat) sebanyak 30 orang, sehingga jumlah keseluruhan populasi dalam penelitian ini adalah 60 orang.
Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2017). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja organisasi dalam meningkatkan capaian pemungutan retribusi persampahan. Oleh karena itu, sampel yang dipilih terdiri dari pegawai dan TKPK yang bekerja di bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), serta beberapa subjek retribusi lainnya. 
Peneliti menggunakan teknik pengambilan sampel yang berbeda untuk pegawai dan masyarakat. Untuk pegawai, digunakan metode Purposive Sampling, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2017). Metode ini digunakan karena sampel yang dipilih harus relevan dengan bidang penelitian agar dapat memberikan informasi dan penilaian yang tepat terhadap variabel yang diteliti. Sedangkan untuk masyarakat, digunakan metode Cluster Sampling. Cluster sampling adalah teknik sampling daerah yang digunakan untuk menentukan sampel ketika objek penelitian atau sumber data sangat luas (Sugiyono, 2018). Dalam penelitian ini, metode cluster sampling digunakan dengan membagi wilayah berdasarkan area rayon dengan keterwakilan 2% untuk setiap rayon.
Pemilihan masyarakat sebagai populasi dan sampel dalam penelitian ini dilakukan karena mereka merupakan wajib retribusi yang menerima layanan pengangkutan sampah dan dikenakan biaya retribusi yang merupakan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai.
Dalam penelitian ini, teknik penyebaran angket dilakukan dengan dua cara yang berbeda sesuai dengan karakteristik responden. Untuk responden dari pegawai, penyebaran angket dilakukan secara daring melalui tautan Google Form. Pemanfaatan Google From ini bertujuan untuk memudahkan distribusi dan pengumpulan data, mengingat pegawai memiliki kesibukan yang tinggi dan lebih mudah dihubungi melalui media digital. Adapun tautan untuk mengakses angket tersebut adalah sebagai berikut: [https://nlink.at/PoYU]
Sementara itu, untuk responden dari kalangan masyarakat . penyebaran angket dilakukan secara langsung (tatap muka) dengan cara mendatangi masyarakat yang menjadi sampel berdasarkan metode Cluster Sampling. Hal ini dilakukan agar peneliti dapat memastikan bahwa responden memahami isi angket dan dapat memberikan jawaban yang sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.
Untuk lebih jelasnya keadaan populasi dan sampel penelitian dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Tabel tersebut menyajikan pembagian populasi berdasarkan subpopulasi, baik dari unsur pegawai maupun masyarakat yang menjadi objek penelitian dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
	Tabel III.1

	Populasi dan Sampel Penelitian

	pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai

	NO
	Sub Populasi
	Populasi       (orang)
	Sampel      (orang)
	Persentase                              (%)     

	
	
	
	
	

	1
	Kepala Dinas
	1
	1
	100 %

	2
	Sekretaris
	1
	1
	100 %

	3
	Kepala Bidang 
	4
	4
	100 %

	4
	Kelompok Jabatan Fungsional 
	4
	4
	100 %

	5
	Pegawai pelaksana di Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3
	20
	20
	100 %

	6
	Subyek Retribusi (masyarakat) Rayon I
	217
	4
	2 %

	7
	Subyek Retribusi (masyarakat) Rayon II
	339
	6
	2 %

	8
	Subyek Retribusi (masyarakat) Rayon III
	268
	5
	2 %

	9
	Subyek Retribusi (masyarakat) Rayon IV
	226
	4
	2 %

	10
	Subyek Retribusi (masyarakat) Rayon V
	421
	8
	2 %

	11
	Subyek Retribusi (masyarakat) Rayon VI
	28
	1
	2 %

	10
	Subyek Retribusi (masyarakat) Rayon VII
	54
	2
	2 %

	Jumlah
	1585
	60
	-

	Sumber Data: Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai, Tahun 2025


C. [bookmark: _Toc191378211]Jenis dan Sumber Data
Adapun jenis dan sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini terdiri:
1. Data Primer
Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Dalam penelitian ini data yang digunakan berbentuk data primer yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti dengan menggunakan daftar pertanyaan (quisioner) dan wawancara (Sugiyono, 2017). Adapun data yang dibutuhkan antara lain sebagai berikut:

a. Produktivitas
b. Kualitas Layanan 
c. Responsitas 
d. Responsibilitas
e. Akuntabilitas  
2. Data Sekunder
Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen (Sugiyono, 2017). Adapun data sekunder dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
a. Sejarah singkat terbentuknya Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai.
b. Keadaan dan Komposisi pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai.
c. Struktur organisasi dan Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai.
d. Sarana dan Prasarana Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai 
D. [bookmark: _Toc191378212]Teknik Pengumpulan Data
Untuk dapat menjawab permasalahan dalam penelitian ini diperlukan data atau informasi yang akurat dari sumber-sumber yang dapat dipercaya. Adapun teknik/cara dalam mengumpulkan data atau informasi tersebut adalah sebagai berikut:


1. Observasi
Mengemukakan bahwa observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis (Sutrisno Hadi dalam Sugiyono, 2017). Dua diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan.
2. Dokumentasi
Metode dokumentasi berarti proses mengumpulkan, menyimpan, dan mengkaji dokumen atau arsip yang relevan dengan penelitian, baik dalam bentuk fisik maupun digital (Hardani et al, 2020).
3. Interview (Wawancara)
Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil (Sugiyono, 2017).
4. Kuesioner (Angket)
Angket atau Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Kuesioner ini dimaksudkan untuk memperoleh data tertulis dari pegawai yang telah ditetapkan sebagai sampel. Angket disebarkan selama 12 hari kerja kepada pegawai dan masyarakat (Sugiyono, 2017).
E. [bookmark: _Toc191378213]Analisis Data
	Analisa data yang dilakukan oleh penulis pada penelitian ini dengan melakukan penganalisaan secara deskriptif. Penelitian secara deskriptif analisis disini dimaksudkan untuk mendeskripsikan data penelitian sesuai dengan indikator-indikator yang akan diteliti. Setelah data yang diperlukan terkumpul dari responden penelitian, maka langkah selanjutnya dilakukan pengelompokkan data menurut jenis data dan akan disajikan dalam bentuk tabel yang dilengkapi dengan persentase serta penguraiannya.
Selanjutnya analisa mengenai tanggapan responden tentang Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai dalam Meningkatkan Capaian Retribusi Persampahan dengan menggunakan pengukuran Rating Scale. Rating Scale yaitu data mentah yang didapat berupa angka kemudian ditafsirkan dalam pengertian kualitatif dengan rincian perhitungan sebagai berikut: mengolah data kriteria pengukuran per sub indikator (Sugiyono, 2017) dengan rumus sebagai berikut : (nilai skor) x (sub indikator) x (jumlah responden), maka untuk katagori tiap indikator adalah:
1. Perhitungan untuk per indikator 
Untuk menentukan kategori terhadap setiap indikator penelitian ditentukan dengan rumusan yang dikemukankan oleh (Zulganef, 2018). Maka langkah awal yang dilakukan adalah dengan menghitung skor tertinggi dan terendah sebagai berikut:

a. Skor Tertinggi 3 x 3 x 60 = 540
b. Skor Terendah 1 x 3 x 60 = 180
Untuk menentukan unterval kelas (i) atau lebar kelas menggunakan rumus yang dikemukakan  oleh (Zulganef, 2018) yaitu:
	i = H – L
	       K
Keterangan sebagai berikut:
H = Nilai data tertinggi
L = Nilai data terendah
K = Jumlah kelas
Berdasarkan dari rumus tersebut, skor interval dapat ditentykan sebagai berikut:
Interval = skor tertinggi – skor terendah 
			Jumlah kelas
Interval = 540 – 180 = 360
		 3	      3
	Interval = 120
	Kategori
	Interval

	Baik
	421 – 540

	Cukup baik
	301 – 420

	Tidak baik
	180 – 300






Untuk mencari persentase total skor dari tanggapan responden secara keseluruhan yaitu: angka kenyataan dibagi angka harapan dikali 100% sehingga persentase untuk kategori adalah:
Baik	: 77,78% - 100%
Cukup Baik	: 55,56% - 77,77%
Tidak Baik	: 33,33% - 55,55%
	
180               TB           300              CB               420                B            540
	
33,33%        TB          55,55%          CB            77,77%           B          100%

2. Perhitungan untuk hasil rekapitulasi indikator 
Dalam menentukan interval kelas atau lebar kelas dapat menggunakan rumus menurut (Zulganef, 2018). Tahapan awal yang dapat dilakukan adalah dengan menghitung skor tertinggi dan terendah sebagai berikut:
a. Skor Tertinggi 3 x 15 x 60 = 2.700
b. Skor Terendah 1 x 15 x 60 = 900
Untuk menentukan unterval kelas (i) atau lebar kelas menggunakan rumus yang dikemukakan  oleh (Zulganef, 2018) yaitu:
	i = H – L
	       K
Keterangan sebagai berikut:
H = Nilai data tertinggi
L = Nilai data terendah
K = Jumlah kelas
Berdasarkan dari rumus tersebut, skor interval dapat ditentukan sebagai berikut:
Interval = skor tertinggi – skor terendah 
			Jumlah kelas
Interval = 2.700 – 900 = 600
		 3	         3
Interval = 600

	Kategori
	Interval

	Baik
	2.101 – 2.700

	Cukup baik
	1.501 – 2.100

	Tidak baik
	900 – 1.500



Untuk mencari persentase total skor dari tanggapan responden secara keseluruhan yaitu: angka kenyataan dibagi angka harapan dikali 100% sehingga persentase untuk kategori adalah:
Baik	: 77,78% - 100%
Cukup Baik	: 55,56% - 77,77%
Tidak Baik	: 33,33% - 55,55%
	
900               TB         1.500              CB             2.100              B         2.700
	
[bookmark: _Toc191378215]33,33%         TB        55,55%           CB            77,77%            B        100%


BAB IV
GAMBARAN UMUM DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA DUMAI
A. Sejarah Berdirinya Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai
Kota Dumai mencakup wilayah daratan seluas 204,674 Hektar dan perairan seluas 71,393 hektar. Terletak pada posisi di antara 01° 26' 50" - 02° 15' 40" Lintang Utara dan 101 ° 0' 38" - 101 ° 43' 33" Bujur Timur. Berikut batas wilayah Kota Dumai:
1. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis.
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Mandau dan Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten.
3. Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Rupat, Pulau Rupat, dan Selat Malaka.
4. Sebelah Barat berbatasan dengan kecamatan Tanah Putih dan Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir.
Dari segi pemerintahan, Kota Dumai terdiri dari 39 Organisasi Perangkat Daerah salah satunya Dinas Lingkungan Hidup. 
Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai merupakan salah satu Perangkat Daerah Kota Dumai yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun  2016 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan mempunyai tugas yaitu membantu Walikota Dumai melaksanakan urusan pemerintahan di Bidang Lingkungan Hidup yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan.
Sebagaimana Peraturan Walikota Dumai Nomor 36 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai, maka sebagai unsur teknis, Dinas Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
Visi yang hendak diwujudkan Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai adalah, Terciptanya Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Berkualitas Berwawasan Pembangunan Berkelanjutan menuju Masyarakat Pesisir yang Madani, Sejahtera dan Makmur.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Dinas Lingkungan Hidup menyelenggarakan Fungsi:
a. Penyusunan rencana dan program kerja dinas;
b. Perumusan dan penetapan kebijakan teknis di bidang pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan kewenangannya ;
c. Pemimpinan, Pembinaan dan Pengendalian pelaksanaan tugas dinas;
d. Pengesahan dan penandatanganan naskah dinas sesuai dengan kewenangannya;
e. Pemberian rekomendasi dan perizinan teknis, serta pelayanan umum sesuai dengan kewenangannya;
f. Pembinaan pelaksanaan tugas UPT;
g. Pelaksanaan pembinaan pegawai di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup;
h. Pelaksanaan koordinasi dengan Instansi lainnya dalam rangka pelaksanaan tugas;
i. Pemberian saran dan pertimbangan teknis kepada Walikota dalam pelaksanaan sebagian urusan pemerintahan sesuai bidang tugasnya;
j. Pembuatan dan penyampaian laporan pelaksanaan tugas kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah;
k. Penyiapan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan lingkup fungsinya.
Maka dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai perlu diarahkan pada perumusan visi menggambarkan keadaan menyeluruh yang harus dicapai, sedangkan Misi menunjukan pengembangan bidang-bidang tertentu sebagai prioritas untuk mewujudkan visi yaitu “Terciptanya Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Berkualitas Berwawasan Pembangunan Berkelanjutan menuju Masyarakat Pesisir yang Madani, Sejahtera dan Makmur”.
a. Mengendalikan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup serta Menciptakan Pembangunan yang Ramah Lingkungan,
b. Meningkatan Sumber Daya dan Sarana Prasarana Lingkungan Hidup sebagai Aparatur Pemerintahan Pengelolaan Lingkungan Hidup,
c. Mendorong Sikap Perilaku Masyarakat yang Berbudaya, Madani dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup,
d. Meningkatkan Saran dan Prasarana yang Mendukung Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,
e. Mendayagunakan Instrument Pengawasan dan Pengendalian terhadap Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,
f. Melaksanakan Komitmen Bersama atas Keberpihakan di semua Sektor.
B. Keadaan dan Komposisi Pegawai pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai
Guna mencapai tujuan organisasi pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai, Perlu adanya pegawai untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang terdapat pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai dapat dilihat pada tabel berikut:
	Tabel IV.1

	Keadaan Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai

	No
	Bagian
	PNS
	TKPK
	Jumlah
	Persentase

	1
	Kepala Dinas
	1
	 
	1
	1,12%

	2
	Sekretaris
	1
	 
	1
	1,12%

	3
	Subbagian Tata Usaha
	1
	4
	5
	5,62%

	4
	Subbagian Keuangan dan Aset
	2
	3
	5
	5,62%

	5
	Kelompok Jabatan Fungsional
	2
	2
	4
	4,49%

	6
	Bidang Tata Lingkungan dan Pertamanan
	8
	11
	19
	21,35%

	7
	Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3
	8
	20
	28
	31,46%

	8
	Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup
	6
	4
	10
	11,24%

	9
	Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
	6
	3
	9
	10,11%

	10
	UPT Laboratorium Lingkungan Hidup
	3
	4
	7
	7,87%

	Jumlah
	38
	51
	89
	100%

	Sumber data: Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai, Tahun 2025


Berdasarkan tabel IV.1, jumlah pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai tahun 2025 sebanyak 89 orang. Pegawai terbanyak berada pada Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 sebanyak 28 orang (31,50%), disusul Bidang Tata Lingkungan dan Pertamanan sebanyak 19 orang (21,35%), dan Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup sebanyak 10 orang (11,24%), kemudian, Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup sebanyak 9 orang (10,11%), serta UPT Laboratorium Lingkungan Hidup sebanyak 7 orang (7,87%). Subbagian Tata Usaha dan Subbagian Keuangan dan Aset masing-masing memeliki 5 orang (5,61%), dan Subbagian Perencanaan sebanyak 4 orang (4,50%). Sementara itu, Kepala Dinas dan Sekretaris masing-masing hanya terdiri dari 1 orang (1,12%). Jumlah keseluruhan telah mencapai 100%.
1. Keadaan Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin
Dalam suatu organisasi, keberadaan manusia merupakan salah satu sumber daya yang penting dan menentukan keberhasilan dalam mencapai tujuan. Meskipun demikian, pekerjaan dalam organissi biasanya dibagi antara laki-laki dan perempuan sesuai dengan peran dan tanggung jawab masing-masing. Untuk mengetahui jumlah pegawai berdasarkan jenis kelamin pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai, dapat dilihat pada Tabel IV.2 berikut:


	Tabel IV.2

	Keadaan Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin pada

	Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai

	No
	Jenis Kelamin
	Jumlah
	Persentase

	1
	Laki-Laki
	42
	47,20%

	2
	Perempuan
	47
	52,80%

	Jumlah
	89
	100%

	Sumber data: Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai, Tahun 2025


Berdasarkan Tabel IV.2, diketahui bahwa jumlah pegawai Dinas Lingkungan Hidup pada tahun 2025 terdiri dari 42 orang laki-laki (47,20%) dan 47 orang perempuan (52,80%). Hal ini menunjukan bahwa proporsi pegawai perempuan sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki.
2. Keadaan Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Setiap organisasi membutuhkan anggota yang memiliki kompetensi dalam menyelesaikan berbagai tugas, karena sumber daya manusia merupakan salah satu elemen penting dalam pencapaian tujuan organisasi. Salah satu hal yang dapat mempengaruhi kemampuan anggota dalam bekerja adalah tingkat pendidikan formal yang dimiliki.
Latar belakang pendidikan dari seorang pegawai juga dapat memberikan kemudahan bagi pimpinan organisasi dalam berbagai aspek,  baik dalam pelaksanakan tugas maupun dalam pemberian pelatihan. Untuk informasi yang lebih rinci mengenai tingkat pendidikan pegawai di Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai, dapat dilihat pada tabel IV.3 berikut ini:


	Tabel IV.3

	Keadaan Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan Pada

	Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai

	No
	Tingkat Pendidikan Pegawai
	Jumlah
	Persentase (%)                               

	1
	SD
	 -
	0%

	2
	SMP
	 -
	0%

	3
	SMA
	37
	41,57%

	4
	D3
	5
	5,62%

	5
	D4
	1
	1,12%

	6
	S1
	39
	43,82%

	7
	S2
	7
	7,87%

	Jumlah
	89
	100%

	Sumber data: Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai, Tahun 2025


Berdasarkan Tabel IV.3, jumlah pegawai pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai tahun 2025 tercatat sebanyak 89 orang. Dari total tersebut, tidak ada pegawai yang memiliki tingkat pendidikan SD maupun SMP. Sebagian besar pegawai memiliki pendidikan terakhir S1 sebanyak 39 orang (43,82%) dan SMA sebanyak 37 orang (41,57%). Pegawai dengan latar belakang pendidikan S2 sebanyak 7 orang (7,87%) D3 berjumlah 5 orang (5,62%), serta D4 sebanyak 1 orang (1,12%). Data ini menunjukkan bahwa mayoritas pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai telah memiliki pendidikan menengah hingga tinggi, yang mencerminkan kualitas sumber daya manusia yang cukup baik dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi dinas.
3. Keadaan Pegawai Berdasarkan masa kerja
Masa kerja pegawai juga akan menentukan kelencaran dan pemahaman pekerjaan yang akan dilaksanakan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai, hal ini dapat terlihat sebagaimana pada tabel berikut ini:
	Tabel IV.4
Keadaan pegawai Berdasarkan Masa Kerja

	Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai

	NO
	Masa Kerja
	Laki-Laki
	Wanita
	Jumlah
	Persentase                              (%)     

	1
	1-9 Taahun
	21
	28
	49
	 55,06%

	2
	10-19 Tahun
	16
	14
	30
	 33,71%

	3
	20-24 Tahun
	3
	3
	6
	 6,74%

	4
	25-40 Tahun
	3
	1
	4
	 4,49%

	Jumlah
	43
	46
	89
	100%

	Sumber data: Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai, Tahun 2025


	BerdasarkanTabel IV.4 mengenai keadaan pegawai berdasarkan masa kerja pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai tahun 2025, diketahui bahwa sebagian besar pegawai memiliki masa kerja antara 1 hingga 9 tahun, yaitu sebanyak 49 orang (55,06%) dari total pegawai. Selanjutnya, pegawai denan masa kerja anatara 10 singga 19 tahun berjumlah 30 orang (33,71%). Sementara itu, pegawai dengan masa kerja 20 hingga 24 tahun sebanyak 6 orang (6,74%) dan yang memiliki masa kerja 25 hingga 40 tahun hanya 4 orang (4,49%).
C. Struktur Organisasi dan Rincian Tugas Pokok dan Fungsi pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai
Bagan struktur organisasi dan tata kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai Peraturan Walikota Kota Dumai Nomor 36 Tahun 2022 antara lain sebagai berikut:
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Bagan IV. 1
Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai
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Sumber data: Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai, 2025

Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai yang dimaksud terdiri dari:
a. Kepala Dinas;
b. Sekretaris, terdiri dari:
1. Subbagian Tata Usaha;
2. Subbagian Keuangan dan Aset; dan
3. Kelompok Jabatan Fungsional.
c. Bidang Tatata Lingkungan dan Pertamanan, terdiri dari:
1. Seksi Perencana dan Kajian Dampak Lingkungan;
2. Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup; dan
3. Seksi Pertaman
d. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, terdiri dari:
1. Seksi Pengurangan sampah
2. Seksi Pemeliharaharaan Lingkungan Hidup; dan
3. Seksi Pertamanan;
e. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, terdiri dari:
1. Seksi Pemantauan Lingkungan;
2. Seksi Pencemaran Lingkungan;
3. Seksi Kerusakan Lingkungan;

f. Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, terdiri dari:
1. Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sangketa Lingkungan;
2. Seksi Penegakan Hukum Lingkungan; dan
3. Seksi Pengembangan Kapasitas;
g. UPT
Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai, pelaksanaan tugas pegawai berpedoman kepada peraturan Wali Kota Dumai Nomor 36 Tahun 2022, yang menyangkut fungsi dan uraian tugas dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai. Adapun tugas pokok dan fungsinya adalah:
a. KEPALA DINAS
(1) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang lingkungan hidup.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Dinas dibantu oleh Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala UPT, dan Kelompok Jabatan Fungsional.
b. SEKRETARIAT
(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas melaksanakan perencanaan umum, program dan anggaran, pemantauan dan evaluasi, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kearsipan, penataan organisasi dan tata laksana, serta koordinasi penyuasunan perundangan, pengelolaan barang milik negara dan kerumahtanggaan. Sekretariat sebgamaimana dimaksud dipimpin oleh Sekretaris dan berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
(2) Sekretariat dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:
a. Pelaksanaan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup;
b. Pengoordinasian dan penyusunan rencana, program dan anggaran Dinas Lingkungan Hidup;
c. Penyelenggaraan urusan ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi Dinas;
d. Penyelenggaraan urusan keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, ganti rugi, tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan pengelolaan sarana;
e. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa;
f. Penataan organisasi dan tata laksana;
g. Pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundangan serta pelaksanaan advokasi hukum; dan
h. Penyiapan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup fungsinya.

Sekretariat terdiri dari:
a. Subbagian Tata Usaha;
b. Subbagian Keuangan dan Aset; dan
c. Kelompok Jabatan Fungsional.
1. Sub Bagian Tata Usaha
(1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas memberikan dukungan administrasi ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, arsip dan dokumentasi
(2) Uraian tugas Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud sebagai berikut:
a. Menggunakan bahan dan mempelajari peraturaan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petujuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan pemberian dukungan administrasi ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, arsip dan dokumentasi;
b. Menyiapkan pengumpulan, pengelohan, penyimpanan dan pemeliharaan bahan pembrian dukungan administrasi ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, arsip dan dokumentasi;
c. Menyiapkan administrasi pegawai untuk mengikuti diklat struktural, teknis dan fungsional;
d. Menyiapkan pengumpulan dan pengolahan data serta informasi yang berhubungan dengan pemberian dukungan administrasi ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, arsip dan dokumentasi;
e. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis dalam pemberian dukungan administrasi ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, arsip dan dokumentasi;
f. Menginventariskan pemasalahan-pemasalahan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah                 
g. Melakukan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai lingkup tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
h. Menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan dibidang organisaso dan tata laksana yang meliputi kelembagaan, ketatalaksanaan dan analisis jabatan;
i. Menyiapkan bahan penyelenggaraan urusan surat menyurat /naskah dinas dan kearsipan;
j. Menyiapkan bahan perpustakaan beserta penyelenggaraan, hubungan masyarakat dan protokol; dan
k. Menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.
2. Sub Bagian Keuangan dan Aset
(1) Subbagian Keungan dan Aset sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas melakukan administrasi keungan, pengelolaan barang milik/kekayaan negara serta sarana program.
(2) Uraian tugas Subbagian Keuangan Aset sebagaimana dimaksud , sebagai berikut:
a. Menyiapkan pengumpulan bahan peraturan perundang-undanan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan administrasi keuangan, pengelolaan barang milik/kekayaan negara serta sarana program;
b. Menyiapkan bahan perumusan penyusunan kebijakan dalam petunjuk teknis berkaitan dengan administrasi keuangan, pengelolaan barang milik/kekayaan negara serta sarana program;
c. Menyiapkan bahan urusan keuangan, perbendaharaan, akuntasi, verifikasi, ganti rugi, tindak lanjut LHP dan pengelolaan sarana;
d. Menyiapkan penyusunan rencana kebutuhan dan pengelolaan bahan perlengkapan rumah tangga;
e. Menyiapkan bahan inventarisasi permasalahan dan petunjuk pemecahan  masalah;
f. Menyiapkan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
g. Menyiapkan bahan penyusunan laporan pelaksanaan administrasi keuanan, pengelolaan barang milik/kekayaan negara serta sarana program; dan
h. Menyiapkan bahan tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.
c. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
(1) Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas menyusun kebijakan teknis, melaksankan pelestarian, pengendalian, pengawasan, penyusunan kebutuhan sarana dan prasarana, pelayanan, pengolahan, proses perizinanan di bidang pengelolaan sampah dan limbah berbahya dan beracun.
(2) Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun sebagaimana dimaksud, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan tanggungjawab kepada Kepala Dinas.
Untuk melaksanakan tugas yang dimaksud, Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun menyelenggarakan fungsi:
a. Penyusunan informasi pengelolaan sampah;
b. Penetapan target pengurangan sampah;
c. Perumusan kebijakan pengurangan sampah;
d. Pembinaan pembatasan timbulan sampah kepada produsen/industri;
e. Pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diuraikan oleh proses alam;
f. Penyedian fasiltas pendaur ulang sampah;
g. Pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk;
h. Perumusan kebijakan penanganan sampah;
i. Koordinasi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan perosesan akhir sampah;
j. Penyediaan sarana prasarana penanganan sampah;
k. Pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah;
l. Penetapan lokasi Tempat Penampungan Sementara (TPS), Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) dan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)
m. Pengawasa terhadap TPA dengan sistem pembuangan open dumping;
n. Penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat dumping;
o. Pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah;
p. Pelaksanaan kerjasama dengan kota lain dan kemitraan lewat
q. Badan usaha pengelolaan sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah;
r. Pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah,
s. Penyusunan kebijakan perizinan pengelolaan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
t. Pelaksanaan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
u. Perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengolahan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha)
v. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
w. Perumusan penyusunan kebijakan perizinan penyimpanan sementara limbah Bahan Berhaya dan Beracun (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan);
x. Pelaksanaan perizinan penyimpanan sementara limbah Bahan Bebahaya dan Beracun;
y. Pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
z. Penyusutan kebijakan perizinan pengumpulan dan pengangkutan limbah B3;
aa. Pelaksanaan perizinan pengangkatan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun menggunakan alat angkut roda 3 (tiga);
ab. Pelaksanaan perizinan penimbuhan limbah Bahan Berbaya dan Beracun;
ac. Pelaksanaan perizinan Penimbunan Limbah Bahan Berbaya dan Beracun;
ad. Pelaksanaan periziznan penguburan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun medis;
ae. Pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan. Pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah Bhan Berbahaya dan Beracun; dan
af. Penyiapan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup fungsinya.
Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun terdiri dari:
a. Seksi Pengurangan Sampah
b. Seksi Penanganan Sampah; Dan
c. Seksi Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun
a. Seksi Pengurangan Sampah
(1) Seksi Pengurangan Sampah sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas menyusun informasi, menetapkan target, merumuskan kebijakan, membina, menyediakan fasilitas pengurangan sampah.
(2) Uraian tugas Seksi Pengurangan Sampah sebagaimana dimaksud, sebagai berikut:
a. Menetapkan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;
b. Merumuskan kebijakan pengurangan sampah;
c. Melakukan pembinaan pembatasan timbunan sampah pada produsen/industri;
d. Melakukan pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam;
e. Melakukan pembinaan pendaur ulang smpah;
f. Menyediakan fasilitas pendaur ulang sampah;
g. Melakukan pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk; dan
h. Menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya
b. seksi Penanganan Sampah 
(1) seksi Penanganan Sampah sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusanan rencana mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana pelaksanaan penyediaan sarana penanganan sampah, retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah dan proses akhir sampah.
(2) Uraian tugas seksi penanganan sampah sebagaimana dimaksud, sebagai berikut:
a. Merumuskan kebijakan penangan sampah;
b. Mengoordinasikan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah;
c. Menyediakan sarana dan prasarana pengangkatan sampah;
d. Memungut retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah;
e. Menetapkan lokasi tempat TPS,TPST, dan TPA sampah;
f. Melakukan pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengan sistem pembuangan open dumping;
g. Menyusun dan melaksankan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah;
h. Memberikan kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah;
i. Melaksanakan kerjasama dengan Kabupaten/Kota lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah;
j. Mengembangkan investasi dalam usaha pengelolaan sampah;
k. Menyusun kebijakan untuk perizinan dalam pengelolaan sampah, pengangkutan sampah, dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
l. Melaksanakan perizinan pengelolaan sampah, pengangkutan sampah, dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
m. Merumuskan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pihak lain (badan usaha);
n. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha); dan
o. Menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.
c. Seksi Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
(1) Seksi Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun mempunyai tugas melaksanakan, memantau, dan mengawasi penyimpanan, pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan, dan penimbunan limbah bahan berbahaya dan beracun, pelaksanaan pelayanan perizinan limbah bahan berbahaya dan beracun.
(2) Uraian tugas Seksi Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun adalah sebagai berikut:
a. Merumuskan penyusunan kebijakan perizinan penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun (pengajuan, perpanjangan, perubahan, dan pencabutan) dalam daerah;
b. Melaksanakan perizinan penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun dalam daerah;
c. Melaksanakan pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun dalam daerah;
d. Menyusun kebijakan perizinan pengumpulan dan pengangkutan limbah bahan berbahaya dan beracun (pengajuan, perpanjangan, perubahan, dan pencabutan) dalam daerah;
e. Melaksanakan perizinan bagi pengumpul limbah bahan berbahaya dan beracun;
f. Melaksanakan perizinan pengangkutan limbah bahan berbahaya dan beracun menggunakan alat angkut roda tiga (3) dilakukan dalam daerah;
g. Melaksanakan perizinan penimbunan limbah bahan berbahaya dan beracun dilakukan dalam daerah;
h. Melaksanakan perizinan penguburan limbah bahan berbahaya dan beracun medis;
i. Memantau dan mengawasi terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan, dan penimbunan limbah bahan berbahaya dan beracun;
j. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan dalam pelaksanaan tugas;
k. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kepada atasan; dan
l. Menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.
Selain struktur organisasi utama Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai, terdapat pula Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berperan penting dalam pelaksanaan tuga-tugas teknis operasional di lapangan. Berlandaskan pada Peraturan Wali Kota Nomor 113 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Persampahan Kelas A pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai. 
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Persampahan Kelas A menyelenggarakan fungsi:
a. Penyusunan program kerja, perencanaan dan pengelolaan persampahan;
b. Pengumpulan, pengangkutan, pemrosesan, pemanfaatan, dan  pembuangan akhir sampah (pemindahan, daur ulang, TPS3R);
c. Pengelolaan limbah serta retribusi persampahan dan pengelolaan persampahan;
d. Pengendalian, monitoring, pengawasan dan pelaporan persampahan serta retribusi persampahan;
e. Pelaksanaan pengolahan sampah di TPS3R, TPS, dan/atau TPA;
f. Pengelolaan residu dari sumber sampah, TPS, dan TPS3R ke TPA;
g. Infrastruktur pengolahan, pengumpulan, pengangkutan, dan pemindahan;
h. Pelaksanaan aktif pengolahan limbah (pemilahan, pemanfaatan, pemusnahan, landfill, penanaman B3);
i. Pengolahan residu sampah ke TPS dan/atau TPS3R;
j. Sistemisasi pengelolaan persampahan dan/atau TPS3R/TPA;
k. Penyediaan infrastruktur dan sarana pemilahan, pengolahan, pengangkutan, serta pembuangan persampahan;
l. Pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir persampahan;
m. Pelaksanaan penyusunan data potensi retribusi daerah, kawasan/perkantoran yang mendapat pelayanan persampahan dan TPS3R/TPA;
n. Penyediaan data retribusi sampah, dan penetapan dampak persampahan;
o. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.
D. Sarana dan Prasarana Pegawai pada Bidang PSLB3
Sarana adalah segala sesuatu  yang dapat dipakai sebagai bahan dan alat untuk mencapai maksud dan tujuan dari suatu proses pelayanan. Sementara prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya pelayanan, tetapi tidak digunakan secara langsung dalam proses pekerjaan utamanya. Adapun sarana dan prasarana kerja yang dimiliki atau yang dapat membantu operasional yang ada pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai adalah sebagai berikut:
	





Tabel IV. 5

	Sarana dan Prasarana Pegawai Pada Bidang PSLB3

	No
	Sarana dan Prasarana
	Jumlah Unit
	Kondisi

	1
	Dum Truck
	18 unit
	4 unit rusak

	2
	Tangki Air
	3 unit
	1 unit rusak

	3
	Amrol
	6 unit
	Baik

	4
	Alat berat
	4 unit
	Baik

	5
	Kaisar
	7 unit
	4 Rusak

	6
	Mobil Operasional
	3 unit
	1 unit rusak

	7
	Mesin rumput
	31 unit
	2 unit rusak

	8
	Komputer
	7 unit
	Baik

	9
	Printer
	4 unit
	Baik

	10
	Meja
	14 unit
	Baik

	11
	Kursi
	30 unit
	Baik

	12
	Feling cabinet
	3 unit
	Baik

	13
	Lemari arsip
	3 unit
	Baik

	14
	Rak kayu
	2 unit
	Baik

	15
	Ac
	5 unit
	Baik

	16
	Dispenser
	3 unit
	Baik

	Sumber Data: Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai, Tahun 2025


Berdasarkan tabel IV.5 tersebut menunjukan bahwa keadaan Sarana dan Prasarana dalam menunjang pelaksanaan pekerjaan pada Bidang PSLB3 masih dapat dikatakan kurang memadai atau kurang baik. Dimana kita ketahui bahwa Dianas Lingkungan Hidup Kota Dumai adalah merupakan salah satu instansi pemerintah yang bergerak di bidang pemberian pelayanan kepada masyarakat, maka dari itu sarana dan prasarana sangat perlu di lengkapi demi meningkatkan kinerja organisasi pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai.



BAB V
ANALISIS KINERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA DUMAI DALAM MENINGKATKAN CAPAIAN RETRIBUSI 
PERSAMPAHAN
Seiring dengan kemajuan zaman, kehidupan manusia semakin bergantung pada peran dan kontribusi organisasi. Suatu organisasi tidak akan dapat menjalankan fungsinya secara optimal tanpa adanya sumber daya yang kompeten, khususnya sumber daya manusia. Dalam menghadapi era globalisasi yang ditandai oleh persaingan ketat, setiap organisasi dituntut untuk bekerja secara efisien dan efektif demi menjamin keberlangsungan operasionalnya. Peningkatan kinerja menjadi sangat penting, terutama bagi instansi pemerintah yang berorientasi pada pelayanan publik yang optimal kepada masyarakat dan pemangku kepentingan.
Salah satu aspek penting dalam mendukung pembangunan daerah adalah retribusi. Di Kota Dumai, retribusi persampahan menjadi salah satu sumber pendapatan daerah yang krusial. Kinerja organisasi dalam pengelolaan dan pemungutan retribusi ini menjadi tolok ukur keberhasilan, khususnya dalam pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3). Permasalahan terkait pengelolaan limbah B3 masih menjadi tantangan utama yang harus segera diatasi oleh Dinas Lingkungan Hidup. Oleh karena itu, peningkatan kinerja organisasi menjadi hal yang sangat esensial dalam menciptakan sistem pengelolaan sampah yang lebih baik dan berkelanjutan.
A. Analisis Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai Dalam Meningkatkan Capaian Retribusi Persampahan
Penelitian ini telah dilaksanakan di Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai, lokasi ini dipilih karena merupakan salah satu Instasi pemerintah yang memiliki tugas dalam pemungutan retribusi sampah yang dilaksanakan oleh Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3. Dalam rangka memperoleh daya yang relevan dan komprehensif, peneliti telah melaksanakan penyebaran angket kepada seluruh pegawai di Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3. Adapun jumlah keseluruhan responden dalam penelitian ini berjumlah 60 orang, yang terdiri dari 30 orang pegawai dan 30 orang dari unsur masyarakat.
a. Identitas Responden 
Berdasarkan data primer yang telah dikumpulkan oleh penulis, maka data jumlah responden dibagi menjadi beberapa katagori yaitu jenis kelamin, usi, dan tingkat pendidikan. 
Untuk melihat data responden dalam penelitian ini dapat dilihat sebagai berikut:
1. Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin
Responden yang menjadi pegawai di Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai dan masyarakat wajib retribusi memiliki jenis kelamin laki-laki dan perempuam. Gambaran responden-responden berdasarkan jenis kelamin ini diharapkan mampu menggambarkan kinerja dinas lingkungan hidup kota dumai dalam meningkatkan capaian retribusi persampahan. Secara rinci identitas responden berdasarkan jenis kelamin disajikan dalam tabel V.1 berikut:
	Tabel V.1

	Identitas Berdasarkan Jenis Kelamin

	No
	Jenis Kelamin
	Responden
	Jumlah
	Persentase (%)

	
	
	Pegawai
	Masyarakat
	
	

	1
	Laki-laki
	16
	20
	36
	60

	2
	Perempuan
	14
	10
	24
	40

	Total
	30
	30
	60
	100


Sumber Data: Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai, Tahun 2025
Berdasarkan Tabel V.1, dapat dilihat bahwa dari total 60 responden yang berpartisipasi dalam penelitian ini, mayoritas berjenis kelamin laki-laki sebanyak 36 orang atau sebesar 60%, sedangkan responden perempuan berjumlah 24 orang atau 40%. Jika dirinci lebih lanjut, dari 30 pegawai yang menjadi responden, 16 orang merupakan laki-laki dan 14 orang perempuan. Sementara itu, dari kalangan masyarakat, terdapat 20 responden laki-laki dan 10 responden perempuan. Temuan ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan, keterlibatan responden laki-laki dalam penelitian lebih dominan dibandingkan perempuan, baik dari unsur pegawai maupun masyarakat.
2. Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Usia
Selain jenis kelamin, penelitian ini juga mengelompokkan responden berdasarkan kategori usia. Usia merupakan salah satu indikator penting dalam penelitian karena dapat memengaruhi cara berpikir, tingkat pemahaman, dan kemampuan seseorang dalam memberikan respons terhadap isu atau kebijakan tertentu. Perbedaan usia juga mencerminkan perbedaan tingkat kematangan dan pengalaman hidup, yang pada akhirnya dapat memengaruhi keakuratan dan kedalaman jawaban yang diberikan oleh responden. Oleh karena itu, pengelompokan usia dalam penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai karakteristik responden dalam memahami permasalahan retribusi pengelolaan sampah dan limbah B3. Untuk lebih jelasnya, klasifikasi usia responden dapat dilihat pada tabel V.2 berikut:
	Tabel V.2

	Identitas Berdasarkan Tingkat Usia

	No
	Usia
	Responden
	Jumlah
	Persentase (%)

	
	
	Pegawai
	Masyarakat
	
	

	1
	20-27 Tahun
	4
	4
	8
	13.33

	2
	28-35 Tahun
	14
	13
	27
	45

	3
	36 Tahun Keatas
	12
	13
	25
	41.67

	Total
	30
	30
	60
	100

	Sumber Data: Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai, Tahun 2025


Berdasarkan Tabel V.2, jumlah responden terbanyak berada pada kelompok usia 28–35 tahun, yaitu sebanyak 27 orang atau 45%. Kelompok usia ini terdiri dari 14 pegawai dan 13 orang masyarakat. Selanjutnya, kelompok usia 36 tahun ke atas berjumlah 25 orang atau 41,67%, yang terdiri atas 12 pegawai dan 13 masyarakat. Adapun jumlah responden paling sedikit terdapat pada kelompok usia 20–27 tahun, yaitu sebanyak 8 orang atau 13,33%, masing-masing terdiri dari 4 pegawai dan 4 masyarakat. 

3. Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Latar belakang pendidikan memiliki peran penting dalam membentuk pola pikir dan cara pandang seseorang. Dalam penelitian ini, responden yang terdiri dari pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai serta masyarakat yang dikenakan retribusi pengelolaan sampah dan limbah B3 dikelompokkan berdasarkan jenjang pendidikan terakhir, yaitu SMA/SLTA/sederajat, D3, S1, dan S2. Pengelompokan ini bertujuan untuk memperoleh gambaran lebih rinci mengenai tingkat pendidikan responden, yang keseluruhan datanya disajikan dalam tabel V.3 berikut:
	Tabel V.3

	Identitas Berdasarkan Tingkat Pendidikan

	No
	Pendidikan
	Responden
	Jumlah
	Persentase (%)

	
	
	Pegawai
	Masyarakat
	
	

	1
	SMA/SLTA/
	14
	17
	31
	52

	
	SEDERAJAT
	
	
	
	

	2
	DIPLOMA
	1
	6
	7
	12

	3
	SARJANA
	15
	7
	22
	37

	Total
	30
	30
	60
	100


Sumber Data: Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai, Tahun 2025
Berdasarkan Tabel V.3, responden terbanyak memiliki latar belakang pendidikan SMA atau sederajat, yaitu sebanyak 31 orang atau 52% dari total keseluruhan. Kelompok ini terdiri atas 14 orang dari kalangan pegawai dan 17 orang dari masyarakat. Selanjutnya, responden yang menempuh pendidikan pada jenjang sarjana berjumlah 22 orang atau 37%, terdiri dari 15 pegawai dan 7 masyarakat. Sementara itu, responden dengan pendidikan diploma merupakan kelompok paling sedikit, yaitu sebanyak 7 orang atau 12%, terdiri dari 1 pegawai dan 6 masyarakat.
B. Deskripsi Hasil Penelitian Variabel Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai
Pada penelitian ini dilakukan di Bidang Pengelolaan Limbah B3 pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai dengan tujuan utamanya untuk mencari jawaban atas permasalahan yang diteliti. Deskripsi hasil penelitian variabel jasa meliputi indikator Produktivitas, Kualitas Layanan, Responsitas, Responsibilitas, dan Akuntabilitas.
1. Produktivitas
Produktivitas yaitu mengukur tingkat efisiensi dan efektivitas pelanan, dan tingkat pelayanan publik dalam rangka mencapai hasil yang diharapkan. Hasil yang diharapkan yaitu tujuan yang ditetapkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai yaitu suatu kinerja yang berjalan dengan efektif dan efisien. Dengan berjalannya kinerja dengan efektif akan membuat suatu organisasi menjadi lebih baik. Untuk melihat produktivitas pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai dapat dilihat dengan sub indikator sebagai berikut:
a. Adanya Kesadaran wajib retribusi yang membayar tepat waktu. 
Kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi tepat waktu sangat penting untuk menjaga kelancaran pengelolaan sampah. Retbusi ini merupakan kewajibab bagi setiap warga yang menerima layanan pengelolaan sampah. Dengan adanya kesadaran yang tinggi dari masyarakat untuk membayar tepat waktu, pendapatan daerah yang diperoleh dari retribusi ini akan dapat digunakan secara optimal untuk mendukung program pengelolaan sampah yang lebih baik. 
Pembayaran yang tepat waktu juga akan mempercepat proses distribusi dana dan mempermudah perencanaan anggaran yang digunakan untuk layanan ini.
b. Adanya Pemungutan retribusi persampahan sesuai sasaran objek pemungutan.
Pemungutan retribusi harus dilakukan secara tepat sasaran, yakni hanya kepada individu atau badan yang menghasilkan sampah dan berhak atas layanan pengelolaan sampah. Ini berarti bahwa retribusi hanya akan dikenakan kepada mereka yang meman terlibat langsung dalam menghasilkan sampah yang harus dikelola. 
Dengan sistem yang sesuai sasaran, proses pemungutan retribusi akan lebih efisien, dan pengelolaan sampah dapat dilakukan dengan lebih terorganisir. Sasaran yang tepat juga akan mengindari pemborosan sumber daya berhak membayar rtribusi mendapatkan layanan yang layak.
c. Adanya Komitmen pegawai dalam menjalankan tugas pemungutan retribusi. 
Komitmen dari pegawai yang terlibat dalam pemungutan retribusi sangat diperlukan untuk memastikan bahwa tugas ini berjalan dengan lancar dan sesuai prosedur. Pegawai yang memiliki dedikasi tingi dalam menjalankan tugas akan lebih teliti dalm memverifikasi pemayaran retribusi, mengumpulkan data yang akurat, dan meberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.
Selain itu, pegawai yang memiliki komitmen yang kuat akan bekerja untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai kewajiban membayar retribusi, sehingga seluruh proses berjalan lebih transparan dan efisien. Komitmen yang kuat akan memperkuat integritas sistem pemungutan retribusi dan menciptakan kepercayaan di antara masyarakat terhadap pengelolaan sampah yang dilakukan pemerintah.
Indikator produktivitas diukur dengan tiga sub indikator. Setelah ketiga sub indikator ini dirata-rata dan diklasifikasi maka tanggapan responden indikator produktivitas dapat dilihat pada tabel V.4 berikut ini:
	Tabel V.4

	Tanggapan Responden Indikator Produktivitas

	No
	Sub Indikator
	Skor

	1
	 Adanya Kesadaran wajib retribusi yang membayar tepat waktu.
	150

	2
	Adanya Pemungutan retribusi persampahan sesuai sasaran objek pemungutan.
	153

	3
	Adanya Komitmen pegawai dalam menjalankan tugas pemungutan retribusi. 
	149

	Total Skor
	451

	Sumber Data: Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai, Tahun 2025


Berdasarkan tabel V.4 di atas dapat dilihat bahwa dari sejumlah responden yang memberikan penilaian terhadap sub-sub indikator produktivitas, skor tertinggi terdapat pada sub indikator adanya pemungutan retribusi persampahan yang sesuai sasaran objek pemungutan dengan perolehan skor sebesar 153. Sementara itu, sub indikator adanya kesadaran wajib retribusi yang membayar tepat waktu memperoleh skor sebesar 150. Sedangkan skor terendah berada pada sub indikator adanya komitmen pegawai dalam menjalankan tugas pemungutan retribusi yang memperoleh skor sebesar 149. Berdasarkan keseluruhan skor pada tabel tersebut, diketahui bahwa total skor tanggapan responden terhadap indikator produktivitas pemungutan retribusi mencapai 451, yang menggambarkan adanya partisipasi masyarakat dan pelaksana lapangan yang cukup baik dalam proses pemungutan retribusi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada kontinium dibawah ini:
451

	
180              TB           300               CB               420               B             540
83,52%


	
33,33%        TB          55,55%          CB            77,77%           B          100%
Berdasarkan garis kontinum diatas dapat diketahui bahwa tanggapan responden tentang Produktivitas di Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai memperoleh skor 451 berada pada interval 421 – 540 dengan persentase 83,52% yang berada pada katagori baik.

2. Kualitas Layanan
Merupakan cerminan dari tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang mereka terima dari instansi pemerintah. Penilaian atas kualitas ini sangat penting karena menjadi indikator kinerja suatu organisasi publik dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Semakin baik kualitas layanan yang diberikan, maka semakin besar pula kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap kinerja lembaga tersebut. Kepuasan masyarakat menjadi ukuran sejauh mana pelayanan publik telah berjalan sesuai dengan standar yang diharapkan. Oleh karena itu, dalam konteks pelayanan di Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai, kualitas layanan diukur melalui beberapa indikator penting yang berkaitan langsung dengan pengalaman dan persepsi masyarakat sebagai penerima manfaat. Untuk melihat kualitas layanan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai dapat dilihat dengan sub indikator sebagai berikut:
a. Adanya Kesesuaian Pemungutan Retribusi dengan Jadwal Layanan Pengangkutan Sampah
Menggambarkan sejauh mana proses pemungutan retribusi dilakukan secara selaras dengan jadwal layanan pengangkutan sampah. Kesesuaian ini sangat penting karena menunjukkan adanya koordinasi yang baik antara pelaksanaan layanan teknis di lapangan dengan administrasi pemungutan retribusi. Jika jadwal pengangkutan dan waktu pemungutan berjalan beriringan tanpa hambatan, maka masyarakat akan merasa pelayanan tersebut tertata rapi dan terencana dengan baik. Hal ini berpengaruh langsung terhadap kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh instansi terkait.
b. Adanya Siklus Pengangkutan Sampah yang Teratur Sesuai dengan SOP Pemungutan Retribusi
Fokus pada keteraturan pelaksanaan pengangkutan sampah yang dijalankan berdasarkan standar operasional prosedur (SOP). Siklus pengangkutan yang teratur mencerminkan komitmen petugas lapangan dalam menjalankan tugas sesuai aturan, serta memberikan rasa kepastian kepada masyarakat bahwa sampah akan diangkut tepat waktu dan secara berkesinambungan. Ketika prosedur ini dijalankan secara konsisten, maka kualitas layanan meningkat dan membentuk kepercayaan masyarakat terhadap sistem pengelolaan sampah yang profesional dan bertanggung jawab.
c. Adanya Kemudahan dalam Proses Pembayaran Retribusi yang Dilakukan oleh Masyarakat
Kemudahan dalam proses pembayaran menjadi salah satu faktor penting dalam penilaian kualitas layanan. Mengukur seberapa mudah masyarakat melakukan kewajibannya dalam membayar retribusi, baik dari segi metode pembayaran, akses ke tempat pembayaran, maupun pelayanan petugas yang membantu proses tersebut. Semakin mudah dan cepat masyarakat menyelesaikan pembayaran tanpa mengalami hambatan, maka semakin tinggi pula tingkat kepuasan terhadap pelayanan yang diberikan. Hal ini juga dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar retribusi secara tepat waktu.
	Tabel V.5

	Tanggapan Responden Indikator Kualitas Layanan

	No
	Sub Indikator
	Skor

	1
	Adanya Kesesuaian pemungutan retribusi dengan jadwal layanan pengangkutan sampah.
	132

	2
	Adanya Siklus pengangkutan sampah yang teratur sesuai dengan SOP pemungutan retribusi.
	140

	3
	Adanya Kemudahan dalam proses pembayaran retribusi yang dilakukan oleh masyarakat
	145

	Total Skor
	417

	Sumber Data: Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai, Tahun 2025


Indikator Kualitas Layanan diukur dengan tiga sub indikator. Setelah ketiga sub indikator ini dirata-rata dan diklasifikasi maka tanggapan responden indikator kualitas layanan dapat dilihat pada tabel V.5 berikut ini:
Berdasarkan Tabel V.5 di atas dapat dilihat bahwa dari sejumlah responden yang memberikan penilaian terhadap sub-sub indikator kualitas layanan, skor tertinggi terdapat pada sub indikator adanya kemudahan dalam proses pembayaran retribusi yang dilakukan oleh masyarakat, dengan perolehan skor sebesar 145. Sementara itu, sub indikator adanya siklus pengangkutan sampah yang teratur sesuai dengan SOP pemungutan retribusi memperoleh skor sebesar 140. Sedangkan skor terendah berada pada sub indikator adanya kesesuaian pemungutan retribusi dengan jadwal layanan pengangkutan sampah yang memperoleh skor sebesar 132. Berdasarkan keseluruhan skor pada tabel tersebut, diketahui bahwa total skor tanggapan responden terhadap indikator kualitas layanan mencapai 417, yang menunjukkan bahwa pelayanan retribusi yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai dinilai cukup baik dan telah memberikan kemudahan serta keteraturan dalam pelaksanaannya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada kontinum dibawah ini:
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Berdasarkan garis kontinum diatas dapat diketahui bahwa tanggapan responden terhadap kualitas layanan di Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai memperoleh skor 417 berada pada interval 301 – 420 dengan persentase 77,22% yang berada pada katagori cukup baik.
3. Responsivitas
Merupakan ukuran sejauh mana suatu organisasi mampu memahami dan merespons kebutuhan serta harapan masyarakat secara tepat dan cepat. Indikator ini mencerminkan kemampuan instansi dalam menyusun agenda pelayanan, menetapkan prioritas program, serta menyesuaikan arah kebijakan berdasarkan aspirasi publik. Ketika suatu lembaga publik dapat mengenali kebutuhan masyarakat secara akurat dan menindaklanjutinya dengan tindakan yang sesuai, maka dapat dikatakan bahwa organisasi tersebut memiliki tingkat responsivitas yang baik. Dalam konteks pelayanan retribusi, responsivitas ditunjukkan melalui penyelesaian masalah secara cepat, penanganan keluhan yang efektif, dan terciptanya kepuasan atas pelayanan yang diberikan. Oleh karena itu, responsivitas menjadi salah satu aspek penting dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Untuk melihat Responsitas pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai dapat dilihat dengan sub indikator sebagai berikut:
a. Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan retribusi persampahan.
Sejauh mana masyarakat, khususnya wajib retribusi, merasa puas terhadap layanan retribusi persampahan yang diberikan oleh pihak penyelenggara, dalam hal ini petugas dari Dinas Lingkungan Hidup. Tingkat kepuasan ini mencakup ketepatan waktu pelayanan, keramahan petugas, kejelasan prosedur, serta kelancaran proses pengangkutan sampah. Kepuasan yang tinggi menjadi indikator bahwa pelayanan berjalan sesuai harapan masyarakat dan dapat mendukung kelancaran proses pemungutan retribusi secara keseluruhan.


b. Penyelesaian masalah dalam pemungutan retribusi persampahan.
Kemampuan instansi dalam menanggapi serta menyelesaikan berbagai permasalahan yang muncul selama pelaksanaan pemungutan retribusi. Permasalahan tersebut bisa berupa keterlambatan petugas, kesalahan dalam pencatatan data, keluhan warga terkait layanan, maupun kendala teknis lainnya. Penyelesaian yang cepat dan tepat terhadap masalah ini menunjukkan adanya sistem pelayanan yang tanggap dan tidak mengabaikan kebutuhan masyarakat.
c. Keluhan masyarakat terkait pelayanan retribusi persampahan yang ditindaklanjuti dengan cepat dan tepat.
Adanya mekanisme penanganan keluhan dari masyarakat yang dilaksanakan secara responsif oleh pihak instansi. Ketika masyarakat menyampaikan keluhan, baik secara langsung maupun melalui media pengaduan, petugas diharapkan segera menindaklanjuti dan memberikan solusi yang tepat. Proses ini meliputi pencatatan keluhan, verifikasi di lapangan, dan pemberian tanggapan atau perbaikan sesuai substansi pengaduan. Penanganan keluhan yang baik mencerminkan kepedulian instansi terhadap suara masyarakat serta komitmen untuk meningkatkan mutu pelayanan.
Indikator Responsivitas diukur dengan tiga sub indikator. Setelah ketiga sub indikator ini dirata-rata dan diklasifikasi maka tanggapan responden indikator responsivitas dapat dilihat pada tabel V.6 berikut ini:
	Tabel V.6

	Tanggapan Responden Indikator Responsivitas

	No
	Sub Indikator
	Skor

	1
	Adanya Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan retribusi sampah.
	121

	2
	Adanya Penyelesaian masalah dalam pemungutan retribusi persampahan.
	133

	3
	Adanya Keluhan masyarakat terkait pelayanan retribusi persampahan ditindaklanjuti dengan cepat dan tepat. 
	127

	Total Skor
	381

	Sumber Data: Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai, Tahun 2025


Berdasarkan Tabel V.6 di atas dapat dilihat bahwa dari sejumlah responden yang memberikan penilaian terhadap sub-sub indikator responsivitas, skor tertinggi terdapat pada sub indikator adanya penyelesaian masalah dalam pemungutan retribusi persampahan yang memperoleh skor sebesar 133. Adapun sub indikator adanya keluhan masyarakat terkait pelayanan retribusi persampahan yang ditindaklanjuti dengan cepat dan tepat mendapatkan skor sebesar 127. Sementara itu, skor terendah berada pada sub indikator adanya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan retribusi sampah dengan perolehan skor sebesar 121. Berdasarkan total keseluruhan skor yang dicapai, yaitu sebesar 381, dapat disimpulkan bahwa tingkat responsivitas dalam pelayanan retribusi di Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai berada pada kategori yang cukup baik, di mana respon dari petugas terhadap keluhan dan penyelesaian masalah dinilai cukup cepat dan sesuai harapan masyarakat. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada kontinum dibawah ini:
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Berdasarkan garis kontinum diatas dapat diketahui bahwa tanggapan responden terhadap responsitas di Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai memperoleh skor 381 berada pada interval 301 – 420 dengan persentase 70,56% yang berada pada katagori cukup baik.
4. Responsibilitas
 Merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur sejauh mana pelaksanaan kegiatan dalam suatu organisasi publik berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang berlaku, mekanisme internal, dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh organisasi itu sendiri. Indikator ini menilai kesesuaian antara tindakan atau kinerja yang dijalankan dengan aturan yang telah dirancang agar kegiatan organisasi dapat terlaksana.secara tertib dan terarah. Apabila pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan kebijakan yang ada, maka tujuan organisasi akan sulit tercapai secara efektif. Oleh karena itu, kebijakan yang telah disusun perlu dijalankan dengan konsisten agar organisasi dapat mempertahankan kinerja yang baik dan akuntabel. Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai, tingkat responsibilitas ini dilihat melalui beberapa sub indikator yang mencerminkan kepatuhan terhadap prosedur dan ketentuan yang berlaku. Untuk melihat Responsibilitas pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai dapat dilihat dengan sub indikator sebagai berikut:
1. Adanya kinerja layanan yang sesuai dengan mekanisme atau prosedur dalam pemungutan retribusi sampah 
Sejauh mana pelaksanaan pelayanan pemungutan retribusi dilakukan berdasarkan prosedur yang telah ditetapkan oleh instansi penyelenggara. Hal ini mencakup ketepatan petugas dalam menjalankan tugas sesuai alur kerja, seperti waktu pemungutan, cara berinteraksi dengan masyarakat, serta pencatatan dan pelaporan yang sesuai ketentuan internal. Kesesuaian dengan mekanisme kerja menunjukkan adanya disiplin administratif dan tanggung jawab dalam menjalankan kebijakan organisasi.
1. Adanya pemungutan retribusi persampahan sesuai ketentuan yang berlaku
Untuk mengukur apakah proses pemungutan retribusi yang dilakukan oleh petugas lapangan telah sesuai dengan peraturan daerah atau perundang-undangan yang mengatur tentang retribusi persampahan. Hal ini termasuk ketentuan tentang besaran tarif, waktu pemungutan, serta bentuk bukti pembayaran. Jika pelaksanaan pemungutan berjalan sesuai dengan regulasi, maka dapat dikatakan bahwa instansi telah menjalankan tanggung jawab hukumnya dengan baik.
Adanya sanksi dalam keterlambatan pembayaran retribusi persampahan sesuai dengan peraturan daerah
Adanya penerapan tindakan atau sanksi administratif bagi wajib retribusi yang tidak melakukan pembayaran tepat waktu, sebagaimana telah diatur dalam peraturan daerah. Sanksi tersebut dapat berupa denda atau teguran resmi, yang bertujuan untuk mendorong kedisiplinan masyarakat dalam membayar retribusi secara tertib. Penerapan sanksi ini juga menunjukkan bahwa instansi tidak hanya melaksanakan pelayanan, tetapi juga menjalankan fungsi pengawasan dan penegakan peraturan secara bertanggung jawab.
Indikator  Responsibilitas diukur dengan tiga sub indikator. Setelah ketiga sub indikator ini dirata-rata dan diklasifikasi maka tanggapan responden indikator responsibilitas dapat dilihat pada tabel V.7 berikut ini
	Tabel V.7

	Tanggapan Responden Indikator Responsibilitas

	No
	Sub Indikator
	Skor

	1
	Adanya Kinerja layanan yang sesuai dengan mekanisme atau prosedur dalam pemungutan retribusi sampah
	145

	2
	Adanya Pemungutan retribusi persampahan sesuai ketentuann yang berlaku
	139

	3
	 Adanya Sanksi dalam keterlambatan pembayaran retribusi persampahan sesuai dengan peraturan daerah.
	129

	Total Skor
	413

	Sumber Data: Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai, Tahun 2025



Berdasarkan Tabel V.7 di atas dapat diketahui bahwa dari sejumlah responden yang memberikan penilaian terhadap sub-sub indikator responsibilitas, skor tertinggi terdapat pada sub indikator adanya kinerja layanan yang sesuai dengan mekanisme atau prosedur dalam pemungutan retribusi sampah, yang memperoleh skor sebesar 145. Sementara itu, sub indikator adanya pemungutan retribusi persampahan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku mendapatkan skor sebesar 139. Sedangkan skor terendah berada pada sub indikator adanya sanksi dalam keterlambatan pembayaran retribusi persampahan sesuai dengan peraturan daerah, dengan nilai sebesar 129. Jika dilihat dari total keseluruhan skor yaitu sebesar 413, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan tanggung jawab dalam pemungutan retribusi di Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai telah menunjukkan kinerja yang cukup baik, dengan tingkat kepatuhan terhadap prosedur dan aturan yang berlaku yang dinilai positif oleh masyarakat. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada kontinum dibawah inI:
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Berdasarkan garis kontinum diatas dapat diketahui bahwa tanggapan responden terhadap responsitas di Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai memperoleh skor 413 berada pada interval 301 – 420 dengan persentase 76,48% yang berada pada katagori cukup baik.
5. Akuntabilitas 
Akuntabilitas merupakan ukuran yang menggambarkan sejauh mana suatu organisasi publik dapat mempertanggungjawabkan kebijakan dan kegiatan yang dijalankan kepada publik, khususnya kepada para pemangku kepentingan yang memiliki hak untuk mengetahui dan menilai kinerja institusi tersebut. Akuntabilitas berkaitan erat dengan pelaksanaan kewenangan yang diberikan kepada lembaga publik, mulai dari proses pengambilan keputusan hingga pada tahap implementasi di lapangan. Tingkat akuntabilitas dapat dilihat dari sejauh mana organisasi mengikuti prinsip transparansi, memberikan informasi yang jelas, serta melibatkan masyarakat dalam proses pengawasan pelayanan. Dalam konteks pelayanan retribusi di Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai, akuntabilitas mencerminkan sejauh mana kegiatan yang dilakukan sesuai dengan aturaperun dang-undangan yang berlaku dan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun secara moral.                                      Untuk melihat Responsibilitas pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai dapat dilihat dengan sub indikator sebagai berikut:
a. Adanya Informasi yang diterima masyarakat tentang tarif retribusi sesuai dengan peraturan daerah.
Yaitu sejauh mana masyarakat sebagai wajib retribusi memperoleh informasi yang jelas, terbuka, dan mudah dipahami mengenai besaran tarif retribusi yang berlaku. Informasi tersebut harus disampaikan sesuai dengan ketentuan peraturan daerah yang telah ditetapkan agar tidak terjadi kebingungan atau kesalahan dalam pembayaran. Penyampaian informasi yang transparan menjadi salah satu bentuk akuntabilitas instansi kepada publik dan menunjukkan bahwa proses pemungutan retribusi dilakukan secara jujur dan terbuka.
b. Adanya Tata cara pemungutan retribusi sesuai dengan peraturan daerah.
Indikator ini mengukur kepatuhan pelaksanaan pemungutan retribusi terhadap tata cara atau prosedur yang telah diatur dalam peraturan daerah. Maksudnya, setiap langkah dalam proses pemungutan mulai dari pelaksanaan di lapangan, pencatatan administrasi, hingga penyetoran ke kas daerah harus sesuai ketentuan yang berlaku. Kepatuhan terhadap prosedur ini mencerminkan tanggung jawab dan keseriusan instansi dalam menjalankan tugas sesuai dengan aturan hukum yang mengikat.
c. Adanya Laporan bukti penyetoran pemungutan retribusi sesuai dengan peraturan daerah.
Pentingnya dokumentasi atau pelaporan atas hasil pemungutan retribusi yang dilakukan oleh petugas kepada pihak instansi secara resmi. Masyarakat harus menerima bukti pembayaran (kwitansi) dan pihak dinas juga harus memiliki laporan penyetoran yang sah sesuai ketentuan peraturan daerah. Keberadaan bukti dan laporan ini menunjukkan bahwa seluruh alur keuangan tercatat dengan baik, serta menjamin bahwa dana retribusi benar-benar disetorkan ke kas daerah secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Indikator Akuntabilitas diukur dengan tiga sub indikator. Setelah ketiga sub indikator ini dirata-rata dan diklasifikasi maka tanggapan responden indikator akuntabilitas dapat dilihat pada tabel V.8 berikut ini:
	Tabel V.8

	Tanggapan Responden Indikator Akuntabilitas

	No
	Sub Indikator
	Skor

	1
	Adanya Informasi yang diterima masyarakat tentang tarif retribusi sesuai dengan peraturan daerah.
	147

	2
	Adanya Tata cara pemungutan retribusi sesuai dengan peraturan daerah.
	154

	3
	Adanya Laporan bukti penyetoran pemungutan retribusi sesuai dengan peraturan daerah.
	147

	Total Skor
	448

	Sumber Data: Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai, Tahun 2025


Berdasarkan Tabel V.8 di atas dapat diketahui bahwa dari tanggapan responden terhadap sub-sub indikator akuntabilitas, skor tertinggi diperoleh pada sub indikator adanya tata cara pemungutan retribusi yang sesuai dengan peraturan daerah, dengan total nilai sebesar 154. Sementara itu, dua sub indikator lainnya, yaitu adanya informasi yang diterima masyarakat tentang tarif retribusi dan adanya laporan bukti penyetoran pemungutan retribusi yang sesuai dengan ketentuan peraturan daerah, masing-masing memperoleh skor yang sama, yaitu sebesar 147. Jika dijumlahkan, total skor keseluruhan yang diperoleh adalah sebesar 448. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan aspek akuntabilitas dalam pemungutan retribusi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai dinilai baik oleh masyarakat, terutama dari sisi kejelasan prosedur, transparansi informasi, dan bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada kontinum dibawah ini:
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Berdasarkan garis kontinum diatas dapat diketahui bahwa tanggapan responden terhadap responsitas di Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai memperoleh skor 448 berada pada interval 421 – 540 dengan persentase 82,96% yang berada pada katagori cukup baik.
Selanjutnya dari penjelasan setiap indikator diatas dapat dilihat secara keseluruhan melalui tabel rekapitulasi berikut ini:


	Tabel V.9

	Rekapitulasi Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai Dalam Meningkatkan Capaian Retribusi Persampahan

	No
	Indikator
	Skor

	1
	Produktivitas
	452

	2
	Kualitas Layanan
	417

	3
	Responsivitas
	381

	4
	Responsibilitas
	413

	5
	Akuntabilitas
	448

	Jumlah Skor
	2.111


Sumber Data: Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai, Tahun 2025
Berdasarkan Tabel V.9 di atas berdasarkan pada Rekapitulasi Tanggapan Responden dari semua indikator penelitian. Hal ini dapat diketahui dari hasil tanggapan 60 responden terhadap Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai Dalam Meningkatkan Retribusi Persampahan yang diperoleh jumlah total skor adalah 2.111 untuk memperjelas tabel di atas disajikan melalui garis kontinum berikut:2.111
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Berdasarkan garis kontinum di atas dapat diketahui bahwa rekapitulasi tanggapan responden di Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai memperoleh skor 2.111 berada pada interval 2.101 – 2.700 dengan persentase 78,19% yang berada pada kategori baik.
C. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Analisis Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai Dalam Meningkatkan Retribusi Persampahan
1. Faktor Pendukung
Berdasarkan hasil penelitian terhadap kinerja organisasi pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai, dalam pelaksanaan kerjanya memiliki beberapa faktor pendukung yang menurut hasil 3 indikator dengan skor tertinggi, antara lain sebagai berikut:
a. Pemungutan Retribusi Persampahan Sesuai Sasaran Objek Pemungutan.
Dikatakan baik karena dapat dilihat dari cara Pemungutan retribusi yang dilakukan secara tepat sasaran kepada individu atau badan yang memang menghasilkan sampah dan menerima layanan pengelolaan sampah. Hal ini meningkatkan efisiensi proses pemungutan dan memastikan penerima layanan mendapatkan haknya secara layak.
b. Tata Cara Pemungutan Retribusi Sesuai dengan Peraturan Daerah.
Dimana kinerja nya dikatakan baik karena dapat dilihat dari Seluruh proses pemungutan retribusi dilaksanakan sesuai prosedur yang telah diatur dalam peraturan daerah, mulai dari pelaksanaan di lapangan hingga pencatatan dan penyetoran ke kas daerah. Kepatuhan terhadap aturan ini meningkatkan transparansi dan akuntabilitas instansi.
c. Kemudahan dalam Proses Pembayaran Retribusi yang dilakukan oleh Masyarakat.
Kinerja nya bisa dilihat pada Masyarakat yang diberikan kemudahan dalam melakukan pembayaran retribusi, baik dari segi akses, metode pembayaran, maupun pelayanan petugas. Kemudahan ini mendorong kepatuhan masyarakat dalam membayar tepat waktu.
2. Faktor Penghambat
Disamping faktor pendukung dalam analisis kinerja organisasi dalam pemungutan retribusi persampahan di Kota Dumai, kegiatan administrasi pemerintahan masih menghadapi beberapa aspek yang menjadi faktor penghambat, berdasarkan 2 indikator dengan nilai terendah. Adapun faktor penghambat tersebut adalah:
a. Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan retribusi sampah.
Kepuasan masyarakat belum maksimal dengan melihat Beberapa keluhan yang muncul terkait keterlambatan pengangkutan sampah, kualitas pelayanan di lapangan, serta jadwal yang tidak konsisten. Dalam beberapa kasus, sampah yang sudah dibuang di TPS tidak diangkut hingga berhari-hari, sehingga menimbulkan penumpukan dan bau tidak sedap. Kondisi ini membuat sebagian masyarakat merasa kecewa dan akhirnya malas membayar retribusi, karena layanan yang diterima tidak sebanding dengan kewajiban yang dibayarkan.
b. Sanksi dalam keterlambatan pembayaran retribusi persampahan sesuai dengan peraturan daerah.
Dimana dapat dilihat pada penerapan ketentuan peraturan daerah yang belum konsisten. Sanksi dalam keterlambatan pembayaran, seperti denda yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 yang mana akan dikenakan sanki berupa teguran lisan, teguran tertulis, sanksi sosial dan denda administratif sebesar Rp. 500.000, sanksi ini belum dijalankan secara tegas dan merata. Kurangnya penegakan aturan ini mengurangi efek jera bagi wajib retribusi yang menunggak, sehingga disiplin pembayaran sulit terwujud.                                                               















BAB VI
KESIMPULAN
Dalam bab ini penulis akan menyimpulkan hasil temuan penelitian terhadap permasalahan yang ditulis dan akan mengemukakan serta memberikan beberapa saran yang berhubungan dengan temuan penelitian dalam pemecahan masalah penelitian.
A. Kesimpulan
1. Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai dalam meningkatkan capaian retribusi persampahan dinilai Baik berdasarkan lima indikator, yaitu: Produktivitas, Kualitas Layanan, Responsivitas, Responsibilitas, dan Akuntabilitas. Hal ini dibuktikan dengan perolehan total skor sebesar 2.111 dari tanggapan 60 responden, yang berada pada interval 2.101–2.700 dengan persentase 78,19%.
2. Faktor pendukung yang memperkuat kinerja DLH Kota Dumai dalam Meningkatkan capaian retribusi persampahan adalah Pemungutan retribusi persampahan di Kota Dumai didukung oleh penerapan pemungutan yang tepat sasaran kepada pihak yang benar-benar menghasilkan sampah dan menerima layanan, kepatuhan pada prosedur sesuai peraturan daerah yang menjamin transparansi dan akuntabilitas, serta kemudahan proses pembayaran yang mendorong kepatuhan masyarakat. Sedangkan Faktor Penghambat nya seperti rendahnya kepuasan masyarakat akibat keterlambatan dan ketidakkonsistenan pengangkutan sampah yang membuat sebagian warga enggan membayar, serta belum konsistennya penerapan sanksi keterlambatan pembayaran yang melemahkan efek jera. 
B. Saran
1. Meningkatkan Kualitas dan Konsistensi Pelayanan Pengangkutan Sampah. Disarankan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai untuk memperkuat sistem penjadwalan pengangkutan sampah yang jelas, konsisten, dan disosialisasikan kepada masyarakat. Pengawasan langsung di lapangan serta evaluasi rutin terhadap armada dan petugas perlu dilakukan agar keterlambatan pengangkutan dapat diminimalisir. Selain itu, penerapan mekanisme pelaporan cepat melalui media komunikasi atau aplikasi dapat membantu menangani keluhan masyarakat secara responsif.
2. Disarankan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai untuk menerapkan sanksi keterlambatan pembayaran retribusi sesuai ketentuan yang berlaku secara tegas dan merata, tanpa pengecualian. Sebelum penerapan sanksi, perlu dilakukan sosialisasi yang intensif mengenai manfaat pembayaran retribusi serta konsekuensi jika menunggak, agar masyarakat lebih memahami kewajiban mereka dan terdorong untuk membayar tepat waktu.
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1. Penyebaran Angket kepada Responden
Lokasi	: Jl. Bukit Datuk dan Jl. Sudirman
Tanggal	: 31 Mei 2025
Keterangan 	: Penelitian sedang  membagikan angket penelitian        Kepada Masyarakat Wajib Retribusi untuk Mengukur persepsi terhadap Kinerja Dinas Hidup Kota Dumai.
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2. Wawancara dengan Kasubag TU 
Lokasi	: Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Sampah
Tanggal	: 06  Februari 2025
[image: ]Keterangan 	: Dokumentasi proses Wawancara semi-terstruktur Antara peneliti dan Kasubag TU yang menjadi  Narasumber kunci dalam penelitian ini.
Pedoman Wawancara
1. Identitas Narasumber 
2. Koordinasi dan Pengawasan  
3. Permasalahan Yang Terjadi
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